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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto
Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, Dan bahwa usahanya akan kelihatan nantinya. (Q.S. An Najm ayat 39-40) 
Jangan terlalu memikirkan masa lalu karena telah pergi dan selesai, dan jangan terlalu memikirkan masa depan hingga dia datang sendiri. Karena jika melakukan yang terbaik dihari ini maka hari esok akan lebih baik. 
Persembahan
Setiap goresan tinta ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan Allah SWT kepada umatnya. 
Setiap detik waktu menyelesaikan karya tulis ini merupakan hasil doa kedua orang tua, saudara, dan orang-orang terkasih yang mengalir tiada henti. Setiap pancaran semangat dalam penulisan ini merupakan dorongan dan dukungan dari sahabat-sahabatku tercinta. 
Setiap makna pokok bahasan pada bab-bab dalam skripsi ini merupakan hempasan kritik dan saran dari teman-teman almamaterku.






ABSTRAK


ZULKIFLI ARIF. E1117109. PENGARUH MORAL INTENTION, DUKUNGAN ATASAN DAN PROTEKSI TERHADAP KEPUTUSAN PENGUNGKAPAN KECURANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOALEMO  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh moral intention, dukungan atasan dan proteksi terhadap keputusan pengungkapan kecurangan di BKAD Kabupaten Boalemo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan membahas dan membuat presentase dari hasil jawaban responden. Data penelitian yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari menyebarkan kuesioner pada 60 responden. Adapun meto deanalisis di dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moral intention secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengungkapan kecurangan dengan tingkat signifikan sisebesar 0.789, kemudian untuk variable dukungan atasan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengungkapan kecurangan dengan tingkat signifikan sebesar 0.000, selanjutnya untuk variable proteksi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengungkapan kecurangan dengan tingkat signifikansi sebesar 0.735. dan terakhir untuk variabel moral intention, dukungan atasan dan proteksi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengungkapan kecurangan dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Hal inimenunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas moral, adanya dukungan atasan dan tingginya proteksi dapat meningkatkan intense pegawai untuk mengungkapkan kecurangan di BKAD Kabupaten Boalemo.

Kata Kunci: Moral Intention, Dukungan Atasan, Proteksi, Whistleblowing

 












ABSTRACT


ZULKIFLI ARIF. E1117109. THE INFLUENCE OF MORAL INTENTION, SUPERVISOR’S SUPPORTS, AND PROTECTIONS ON THE WHISTLEBLOWING DECISION AT THE DEPARTMENT OF FINANCE AND LOCAL ASSETS OF BOALEMO REGENCY

The research aims at finding and analyzing the significance of the effect of moral intention, supervisor’s supports, and protections on the whistleblowing decision at the Department of Finance and Local Assets of Boalemo Regency. The type of the research is the quantitative research done by discussing and making percentage from the responses of the respondents. The research data used is the primary data obtained through distributing questionnaires to sixty respondents. The analysis method used in the research is the multiple regression method with sample collection technique of purposive sampling. The result of the research indicates that the moral intention partially does not give significant effect on the whistleblowing decision with significance rate of 0.789 while the variable of supervisor’s support partially gives significant effect on the whistleblowing decision with significance rate of 0.000. The variable of protection partially does not give significant effect on the whistleblowing decision with significance rate of 0.735 and the variable of moral intention, supervisor’s support and protection simultaneously gives significant effect on the decision of whistleblowing with significance rate of 0.000. It indicates that higher intensity of moral intention, supervisor’s support, and high protection can increase apparatus’ intention to uncover fraudulent and illegal acts at the Department of Finance and Local Assets of Boalemo Regency.   

Keywords: Moral Intention, Supervisor’s support, Protection, Whistleblowing
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Organisasi sektor publik adalah lembaga yang memiliki orientasi publik tanpa mengedapankan profit, atau kata lain merupakan lembaga non profit. Organisasi sektor publik dipimpin oleh oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan dan wewenang sepenuhnya. Dengan wewenang yang dimiliki sepatutnya pemerintah juga harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. namun sering kali adanya wewenang penuh yang dimiliki oleh pemerintah justru memperhambat kualitas dalam pelayanan publik serta buruknya kualitas pelayanan yang berefek pada kesejahteraan masyarakat. bukan hanya itu saja, dengan adanya kewenangan yang berlebihan justru menambah ladang basah terhadap mall praktek baik admnistrasi maupun tindak pidana korupsi. Hal ini dapat menyebabkan lingkungan kerja yang sangat tidak kondusif dan akan menimbulkan kerugian terhadap negara.
	Fenomena korupsi di Indonesia masih menjadi perhartian utama pada pemerintahan khususnya pada proses administrasi publik, hal ini disebabkan karena wewenangan yang berlebihan sehingga menyebabkan kesewena wenangan yang ada pada tubuh pemerintah dan ujung ujungnya berakhir pada tindakan korupsi. Lambatnya pembangunan di Indonesia di pengaruhi oleh tingkat tindak pidana korupsi yang sangat besar, sehingga proses pembangunan ikut melambat. Tindakan pidana korupsi telah menjadi sarana utama untuk memuluskan tujuan individu atau kelompok untuk mencapai apa yang dininginkan terkhusus dikalangan pejabat. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Napitupulu (2010) tindakan pidana korupsi sudah sangat merajalela bahkan strategi dan polarisasinya sangat bervariasi dengan tujuan mengambil paksa uang negara, misalnya penyimpangan laporan keuangan, memanipulasi data keuangan, mengelembungkan uang, mengelapkan aset negara, kegiatan mark up, kegiatan suap, kegiatan kegiatan yang fiktif, pungutan liar, income smothing, dan paling menjijikan adalah penyelewengan jabatan.
	Berdasarkan data penanganan korupsi secara nasional yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2019, kasus korupsi berdasarkan modus adalah sebagai berikut:
Tabel 1.1 Data Korupsi Berdasarkan Modus
	No
	Keterangan
	Jumlah
	Total Kerugian Negara
	Total Suap
	Total Pungli
	Total Money laundry

	1
	Suap
	51
	-
	169,5 M
	-
	46 M

	2
	Mark Up
	41
	172,3 M
	-
	-
	11 M

	3
	Penyalahgunaan Anggaran
	39
	1,4T
	-
	-
	-

	4
	Penggelapan
	35
	71 M
	-
	-
	-

	5
	Penyalahgunaan Wewenang
	30
	6,3 T
	-
	-
	-

	6
	Kegiatan/Proyek Fiktif
	22
	257,9 M
	-
	-
	-

	7
	Laporan Fiktif
	22
	113,6 M
	-
	-
	-

	8
	Pungutan Liar
	11
	-
	-
	1 M
	-

	9
	Gratifikasi
	7
	-
	31,2 M
	-
	51 M

	10
	Pemerasan
	7
	-
	100 Juta
	2,7 M
	-

	11
	Penyunatan/Pemotongan
	5
	5,4 M
	-
	-
	-

	12
	Mark Down
	1
	680 Juta
	
	
	


Sumber : antikorupsi.org
	Berdasarkan tabel 1.1 diatas, diketahui bahwa kasus korupsi dalam skala nasional berdasarkan modus yang paling banyak dilakukan oleh para tersangka ditahun 2019 adalah kasus suap. Sementara korupsi dengan modus penyalahgunaan wewenang tidak terlalu dominan namun memiliki nilai kerugian negara paling besar bahkan cenderung destruktif.  Ditemukannya berbagai macam kasus korupsi dengan berbagai macam modus yang menyeret pejabat publik dalam instansi pemerintahan menjadikan citra Indonesia menurun dalam dunia internasional. Terbukti dengan terungkapnya kasus korupsi yang terjadi di dalam pemerintahan, negara mengalami kerugian yang tidak sedikit. Keterlibatan pejabat publik dalam melakukan tindakan korupsi membuat pelayanan negara dalam melayani masyarakatnya tidak dapat berjalan dengan maksimal. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2019, korupsi berdasarkan lembaga di Indonesia yang masuk dalam 10 besar dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.2 Korupsi Berdasarkan Lembaga (10 Besar)
	No
	Keterangan
	Jumlah Kasus
	Nilai Kerugian Negara
	Nilai Suap
	Nilai Pungli
	Nilai Pencucian Uang

	1
	Pemerintah Kabupaten
	95
	6,1 T
	42,8 M
	2,1 M
	62 M

	2
	Pemerintah Desa
	48
	32,7 M
	-
	212 Juta
	-

	3
	Pemerintah Kota
	23
	40,9 M
	1,2 M
	185 Juta
	

	4
	Kementerian
	20
	259,9 M
	58,2 M
	-
	-

	5
	BUMN
	18
	1,3 T
	84,5 M
	1 M
	46 M

	6
	Pemerintah Provinsi
	16
	130 M
	153 Juta
	11 Juta
	-

	7
	Badan/Lembaga Negara
	10
	117,6 M
	16,6 Juta
	-
	-

	8
	DPRD
	9
	90,8 M
	4,8 M
	-
	-

	9
	BUMD
	8
	199 M
	-
	-
	-

	10
	Penegak Hukum (Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan)
	6
	-
	482 Juta
	40 Juta
	-


Sumber : antikorupsi.org
	Dari tabel 1.2 diatas diketahui bahwa pemerintah kabupaten menempati posisi pertama sebagai lembaga dengan kasus korupsi terbanyak yaitu 95 kasus sekaligus sebagai lembaga dengan nilai kerugian negara terbesar yaitu senilai 6,1 triliun. Dilihat dari jumlah diatas bahwa korupsi yang dilakukan ditingkat pemerintah daerah jauh lebih banyak dari korupsi yang dilakukan di tingkat pusat. Hal ini menunjukkan betapa masih maraknya korupsi yang terjadi di level pemerintah daerah sekaligus menunjukkan dua sisi realitas dalam pelaksanaan pemerintahan. Pemerintah yang merupakan pengemban kepercayaan dari masyarakat dan berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien dengan memastikan bahwa keuangan negara dapat dikelola dengan baik dan akuntabel nyatanya justru banyak terjadi praktik kecurangan yang secara langsung dapat merugikan negara dan secara tidak langsung dapat merugikan masyarakat. 
	Di Provinsi Gorontalo tepatnya di Kabupaten Boalemo, kasus korupsi juga terjadi dan menyeret beberapa oknum Aparatur Sipil Negara (ASN). Kejaksaan Negeri Boalemo bahkan telah menetapkan 2 orang tersangka kasus korupsi yang menyeret seorang oknum ASN yang juga kepala BKAD dan seorang kepala seksi pembiayaan dan investasi bidang prasarana sarana pertanian dinas pertanian yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi kasus pembangunan irigasi air dangkal, embung, dam parit/long storage dan pintu air yang menggunakan angaran dana alokasi khusus (DAK) tahun 2018. Dari kasus ini total kerugian negara mencapai Rp.146.050.000 (faktanews.com). Selain kasus korupsi dalam pembangunan irigasi, terdapat pula 3 orang ASN Boalemo yang resmi ditahan terkait dugaan korupsi dana hibah bawaslu dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Tipikor Polres Boalemo. Dari pemeriksanaan penyidik, modus yang dilakukan pelaku adalah dengan menggunakan kewenangan sebagai anggota komisioner bawaslu pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Boalemo tahun 2017 silam. Akibat perbuatan para tersangka ini mengakibatkan kerugian negara yang angkanya masih dalam perhitungan lembaga yang berwenang (kronologi.gorontalo). Tidak hanya sampai disitu, bahkan dalam media dan CSO briefing se-Provinsi Gorontalo yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kota gorontalo, di lingkup pemerintah provinsi gorontalo ada 32 orang ASN yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dan 6 diantaranya ada dalam lingkup pemerintah Kabupaten Boalemo (Sindonews.com). 
	Melihat masih tingginya praktek korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah, maka perlu ditemukan suatu cara yang efektif untuk mencegah, mendeteksi dan mengungkapkan tindakan kecurangan tersebut, dan salah satu cara efektif yang dapat mengungkapkan adanya tindakan kecurangan adalah dengan whistleblowing. Whistleblowingsystem merupakan solusi dan strategi dalam mencegah tingkat kecurangan sejak dini, dalam hal ini system ini dam dengan mudah mendetaksi tindak pidana kecurangan.Whistleblowingsystem merupakan faktor yang sangat besar dan positif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang ingin menegakkan keadilan dan nilai nilai kejujuran dengan cara membunyikan pluit kebenaran atau kata lain adalah melaporkan setiap kejadian atau indikasi indikasi kecurangan kepada pihak yang berwenang. Hal ini berarti whistleblowing memiliki peran untuk mengurangi budaya diam menuju budaya keterbukaan dan jujuran. Oleh karena itu whistleblowing harus diterapkan dalam sebuah organisasi agar dapat meminimalisir kecurangan yang terjadi. 
	Umumnya upaya penyelidikan kasus-kasus ini dimulai dari adanya laporan dari pihak yang biasa disebut wishtleblower. Whistleblower merupakan seorang pegawai di dalam sebuah organisasi yang memberitahukan kepada publik ataupun kepada pejabat yang berkuasa tentang adanya dugaan ketidakjujuran, kegiatan illegal atau kesalahan yang terjadi di departemen pemerintahan, organisasi publik, organisasi swasta atau pada suatu perusahaan (Georgiana, Susmanschi 2012). 
	Untuk menjadi seorang wishleblower bukanlah suatu perkara yang mudah. Seseorang yang berasal dari internal organisasi akan menghadapi dilema etis untuk memutuskan apakah harus meniup peluit atau justru membiarkannya tetap tersembunyi. Sebagian orang tentu memandang seorang wishtleblower sebagai penghianat dalam organisasi dan dianggap tidak memiliki norma maupun loyalitas yang akhirnya menyebabkan whistleblower dikucilkan dan dibenci. Namun sebagian lainnya akan memandang bahwa tindakan seorang wishtleblower adalah tindakan yang terpuji dan heroik. Pandangan yang bertentangan inilah yang kemudian menjadikan calon wishtleblower merasa dilema untuk menentukan sikap yang pada akhirnya dapat mendistorsi minat melakukan wishtleblowing (Aliyah, 2015). 
	Negri kita memiliki regulasi tersendiri terhadap whistleblowingsystem itu sendiri atau kata lain adalah pelapor, dimana sangat jelas tertuang dalam undang undang dasar no 13 tahun 2006 tentang “Perlindungan Saksi dan Korban” selain itu undang undang undang tersebut diperkuat dengan adanya surat edaran MA no 4 tahun 2011 tentang perlakuan terhadap pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator). Lahirnya regulasi dan undang undang yang memberikan perlindungan terhadap pihak pelapor (Whistleblower) namun belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera kepada pelaku kecurangan, undang undang ini belum menguatkan pihak pelapor untuk melaporkan kegiatan kecurangan hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga pelapor masih mengurungkan niatnya untuk melapor kejadian atau indikasi kecurangan tersebut, banyak yang tidak menyadari dengan semakin banyaknya whistleblower maka semakin berkurang tindakan kecurangan (Damayanthi dkk, 2017). Setiap kejadian kecurangan pasti akan meberikan effek dan menimbulkan reaksi tersendiri bagi setiap individu (Ahmad dkk, 2014), hal tersebut dipengaruhi karena perilaku dan model penilaian setiap individu sangat bergam, perilaku yang dimaksud memiliki hubungan yang sangat erat terhadap moral, dimana moral manusia dapat dipengaruhi oleh banyak baik faktor dalam diri maupun faktor luar (Zanaria, 2016).  Intensitas moral merupakan perasaan senang atau susah, kuat dan tidaknya perasaan atas perlakuan baik atau buruk yang dilakukan oleh manusia, Hendriadi (2012). Ketika ada perasaan jika sebuah kecurangan merupakan hal yang biasa dan tidak merugikan siapapun maka tidak ada faktor pendorong untuk memberikan laporan, namun jika itu dianggap sebagai kejahatan maka pasti lahir perasaan gelisah dan ada keinginan untuk mencegah kegiatan tersebut.
	Pencegahan tindakan kecurangan biasanya lebih kuat jika ada dukungan oleh pimpinan, jika itu terjadi maka akan terbentuk mindset berpikir karyawan dalam menjalankan tugasnya sehari hari, dimana pimpinan sangat memberikan kontribusi atas kesejahteraan karyawan. Mindset karyawan akan terbentuk dan segala sesuatu aktivitas karyawan akan disampaikan kepada pimpinan, pada kejadian ini jika pimpinan mampu menguntungkan dirinya maka disitulah terjadi indikasi dukungan oleh manajemen organisasi. Setiap instansi pasti akan berpresespsi bahwa status dan kedudukan yang diberikan oleh pimpinan pasti akan memberikan dukungan secara organisasi. (Halim 2017). Karyawan yang memiliki kepercayaan dan dukungan dari pimpinan jelas akan memberikan kepercayaan yang besar dan berani dalam mengungkap tindak kecurangan dan tidak akan takut walaupun hanya sendirian. Mindset karyawan akan terbentuk secara alami, ketika ada dukungan dari pimpinan maka itu sebagai simbol dukungan secara organisatoris, dan karyawan tidak merasa ketakutan akan berbagai hal termasuk pembalasan dari karyawan lain berupa sangsi profesional hingga penurunan pangkat.
	Selain intensitas moral dan dukungan atasan, faktor yang juga mempengaruhi keputusan untuk mengungkapkan kecurangan adalah proteksi. Proteksi merupakan perlindungan yang diberikan kepada karyawan dari bentuk-bentuk pembalasan terhadap whistleblower dalam kebijakan hotline akan mengurangi rasa ketakutan karyawan sehingga akan memotivasi karyawan dalam melakukan pengungkapan kecurangan melalui hotline. Karyawan akan lebih berani melaporkan kesalahan yang terjadi jika suatu organisasi sudah menetapkan saluran internal secara formal dan memberikan proteksi.  
	Penelitian yang mengungkapkan faktor-faktor tertentu yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan whistleblower telah banyak dilakukan diantaranya penelitian Halim dan Priyastiwi (2017) yang meneliti tentang hubungan dukungan atasan dan proteksi terhadap keputusan pengungkapan kecurangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dukungan atasan dan proteksi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengungkapan kecurangan. 
	Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Moral Intention, Dukungan Atasan Dan Proteksi Terhadap Keputusan Pengungkapan Kecurangan Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo”.
1.2 Pembatasan Masalah
	Agar penelitian ini menjadi terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang hendak diteliti, maka perlu adanya sebuah batasan masalah di dalam melakukan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan di dalam penelitian ini tidak akan bias kepada aspek-aspek lain yang jauh relevansinya dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, penulis membatasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini pada variabel moral intention, dukungan atasan dan proteksi. 


1.3 Rumusan Masalah
	Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Seberapa besar moral intention berpengaruh terhadap keputusan pengungkapan kecurangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo?
2. Seberapa besar dukungan atasan berpengaruh terhadap keputusan pengungkapan kecurangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo?
3. Seberapa besar proteksi berpengaruh terhadap keputusan pengungkapan kecurangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo?
4. Seberapa besar moral intention, dukungan atasan, dan proteksi secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pengungkapan kecurangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo?
1.4 Maksud Dan Tujuan Penelitian
1.4.1 Maksud Penelitian
	Berdasarkan uraian dari batasan masalah dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran terkait besarnya pengaruh moral intention, dukungan atasan dan proteksi terhadap keputusan pengungkapan kecurangan pada Badan Keuangan Kabupaten Boalemo.


1.4.2 Tujuan Penelitian
	Berdasarkan rumusan masalah dan maksud penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui seberapa besar pengaruh moral intention terhadap keputusan pengungkapan kecurangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh dukungan atasan terhadap keputusan pengungkapan kecurangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo.
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh proteksi terhadap keputusan pengungkapan kecurangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo.
4. Mengetahui seberapa besar pengaruh moral intention, dukungan atasan dan proteksi secara simultan terhadap keputusan pengungkapan kecurangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo.
1.5 Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian yang sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi bukti empiris pengaruh moral intention, dukungan atasan dan proteksi terhadap keputusan pengungkapan kecurangan pada organisasi sektor publik. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai persepsi dan pemahaman dari aparatur pemerintah Kabupaten Boalemo mengenai fraud dan peran wishtleblowing sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian fraud. 
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada aparatur pemerintah Kabupaten Boalemo terkait persepsi dari pemerintah mengenai fraud dan peran whistleblowing sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian fraud sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan sistem yang berada di dalam aparatur pemerintah Kabupaten Boalemo untuk pemerintah yang lebih baik kedepannya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan sekaligus bahan evaluasi bagi segenap pimpinan daerah agar semakin banyak pegawai yang bekerja di sektor pemerintahan yang berani mengungkapkan kecurangan yang terjadi dalam organisasi sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan pemerintahan yang lebih baik dengan menerapkan sistem pelaporan tindakan kecurangan dalam lingkungan kerja.
3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan yang dapat dijadikan pembanding bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang serupa di sektor pemerintahan. 
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Theory Of Planned Behaviour
	Theory of planned behavior teori yang menjelaskan tentang teori perilaku manusia yang timbul karena adanya niat, yang dikembangkan dan dipopulerkan oleh Ajzen tahun 1991. Theory of planned behaviour berfokus pada instensi individu dalam bertindak dan melakukan perilakunya. Pondasi dari teori ini adalah manusia merupaka mahluk yang memiliki rasional sehingga selalu memperhitungkan segala konsikuensi dari tindakan yang dilakukan sebelum melakukan perilakunya (Sudaryanti, 2017). Dari definisi dan rangkaian teori diatas dapat dijelaskan bahwa setiap individu yang memiliki keprcayaan bahwa setiap perilaku akan berhasil positif, maka orang tersebut mempunyai sikap postif, dan sebaliknya, jika yakin bahwa perilakunya negatif maka orang tersebut bersikap negatif (Saud, 2016).
	Ada 3 faktor yang membentuk intensi manusia dalam berprilaku yang dijelaskan dalam theory of planned behaviour, yaitu:
1. Sikap terhadap perilaku. 
	Sikap individu terhadap perilaku adalah suatu perilaku yang cenderung menghindar dalam kedaan sosial dan meresponya baik respon negatif maupun positif. Tindakan individu akan menyesuaikan sikap dan perilaku yang ada dalam dirinya.

2. Norma subyektif
	Norma subjektif adalah bentuk tekanan sosial dalam bertindak dan berprilaku, dimana tekanan sosial itu bersumber dari individu atau kelompok yang mempengaruhi orang tersebut, misalnya keluarga, kolega, teman dekat dan masyarakat sosial lainnya. Tindakan seseorang akan berbeda beda, hal ini didasari keyakinan orang tersebut, jika ia menganggap dan yakin bahwa kegiatan itu penting maka ia akan berpikir dan akan bertindak sesuai kondisi (Sulistyowati, dkk., 2014). Jadi norma subjektif sangat penting dalam mengingat pelapor, dan butuh pendukung lainnya yang berasal dari orang lain yang dianggap sebagai panutan atau orang yang di ikuti (Nurul, 2018).
3. Persepsi kontrol perilaku
Persepsi kontrol perilaku adalah pandangan individu terhadap perilaku tertentu baik mengenai ksulitan atau kemudahan. Kesulitan dan kemudahan mempengaruhi tingkat intensi seseorang dalam berprilaku. 
	Sedangkan Sulistyowati, dkk (2014) menjelaskan bahwa sikap dan norma subjektif terhadap perilaku hadir karena dukungan dimana, semakin besar persepsi kontrol perilaku maka semakin kuat intensi seseorang untuk melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Teori ini memprediksi bahwa semakin besar kontrol perilaku yang dirasakan, maka semakin kuat intensi seseorang untuk melakukan perilaku tersebut.
	theory of planned behaviour digunakan dengan alasan bahwa teori ini mampu mendeteksi keyakinan individu terhadap pengendalian atas perilaku yang dilakukannya, sehingga bisa dibedakan perilaku yang diinginakan maupun perilaku yang tidak dinginkan seseorang. Dalam fenomena ini mengukur besaran perilaku yang di rencanakan oleh karyawan atau pegawai pada pemerintah dengan pertimbangan konsekuensi sebelum memberikan laporan kecurangan yang diketahuinya.
2.1.2 Prosocial Behavior Theory 
	Prosocial behaviour theory merupakan perilaku anggota organisasi / instansi terhadap seseorang, oraganisasi atau kelompok lainnya. Prosocial behaviour dapat didefinisikan sebagai perilaku positif dengan tujuan memberikan manfaat dan keuntungan terhadap kelompok lainn atau individu lain (Penner, et al., 2005). Prosocial behaviour hadir dikarenakan kepedulian terhadap diri sendiri dan bisa juga merupakan perialku yang dilakukan tanpa ada imbalan dan keuntungan.
Prosocial behaviour theory adalah teori yang sangat erat dalam mendukung terjadinya whistleblowing system.
whistleblowing system merupakan bentuk prosocial organizational behavior (Brief, 2010). Perilaku prososial dapat dijadikan sebagai pengambil keputusan etis seseorang yang berkaitan dengan niat menajdi whistleblower. Ada dua kelompok variabel etesenden dalam mengukur Prosocial behaviour theory. 
Pertama, seseorang antesenden adalah aspek perlaku tindakan prososial seperti mampu menetralisasi standar keadlian, seseorang memiliki tanggung terhadap lingkungan sosialnya, memiliki moral dan empati terhadap orang lain.
Kedua kontekstual antesenden dimana merupakan konteks kelompok lingkungan kerja, seperti, kohesivitas kelompok, skil kepemimpinan, faktor norma, tekanan organisasi, panutan dan aktivitas lain yang berpengaruh kebatinan, antara rasa puas dan tidak (Nurkholis, 2012).
2.1.3 Kecurangan (Fraud) Di Sektor Pemerintahan
	Kecurangan (fraud) merupakan aktivitas menyimpang sesorang atau kelompok baik secara sengaja dan tidak, terencana atau tidak, yang mengakibatkan kerugian orang lain dan sengaja menguntuk pihak tertentu. Kecurangan memiliki makna penyimpangan yang melanggar hukum di dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan melakukan penipuan atau menyajikan data yang keliru atau tidak benar kepada pihak yang baik dari dalam maupun dari luar kelompok (Karyono, 2013). Fraud didesain memanfaatkan peluang secara tidak jujur dan ilegal yang dapat merugikan pihak lain, baik disengaja maupun tidak disengaja. Fraud dirancang oleh sistem akal manusia untuk memperoleh keuntungan dari pihak lain dengan memberikan sajian data yang palsu atau tidak benar. Banyak model kecurangan yang sering terjadi, seperti cara ilegal, licik dan tidak jujur, tipu daya dan lain sebagainya dengan tujuan menipu orang lain (Zulkarnain, 2013). 
	Dalam entitas publik banyak cara yang dilakukang untuk melakukan kecurangan, seperti penggelapan tanda terima barang dan uang, mall praktek, pencurian asset, atau melakukan transaksi yang manfaatnya tidak diterima oleh entitas. Ketidak wajaran pada asset biasanya disertai dengan dokumen dokumen yang tidak wajar atau lampiran dan catatan palsu dan salah saji, dan itu sering kali di lakukan oleh seseorang atau kelompok dalam organisasi atau pihak pihak lain yang terkait. Selama ini tidak ada penjelasan secara detail dan eksplisit yang dikeluarkan oleh IAI bahwa kecurangan adalah tindakan kecurangan, tapi salah satu pakar huku sutherland menanggapi bahwa kecurangan akuntansi merupakan tindakan kejahatan. Kini pemberitaan terhadap kecurangan kecurangan disektor publik sangat mudah dijumpai di berbagai media baik media online maupun media cetak. Perisitiwa diatas tidak hanya terjadi pada kasus perpolitikan, tetapi juga terdapat berbagai kasus kecurangan yang terjadi di tubuh pemerintah, dan bukan hanya indonesia saja dan terjadi dihampir seluruh dunia. Dan kasus kasus kecurangan tersebut di dominasi oleh kasus korupsi dengan berbagai model, baik penyuapan, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan asset, dan sebagainya. Ada beberapa fakta kongkrit kecurangan disektor pemerintahan yang menyalahgunakan APBN dan APBD baik dari sisi keluar masuknya anggaran, hal ini diungkap oleh BPKP (2004) dalam artikel najahnigrum (2013). Yang pertama dari segi penerimaan diantaranya,
1. Penerimaan negara dan daerah yang sangat rendah, baik penerimaan retribusi, pajak, cukai, PBB, dan penerimaan lainnya
2. Praktek kecurangan dan pemalsuan terhadap retribusi pajak
3. Ketidak sesuaian pelaporan pajak tahunan dengan potensi pajak sebenrnya
4. Salah dalam mengenakan tarif bea cukai dan pajak.
5. Melakukan pembebasan pajak terhadap bahan baku impor dan melakukan manipulasi data atas tujuan eksport
6. Kecurangan yang dilakukan oleh perusahan perusahaan yang diberi tanggung jawab oleh pemerintah misalnya dengan cara menurunkan nilai produksi baik produksi hasil alam dan tambang
7. Biaya perbaikan dan produksi diperbesar untuk menghindari setoran hasil yang tinggi
8. Kontrak pembagian hasil atas tambang yang merugikan negara.
9. Ketidak wajaran atas penjualan asset pemerintah
10. Memanfaatkan tanah negara namun harga sewa di luar batas kewajaran
11. Pelaksanaan tukar guling yang tidak menguntungkan negara
12. Sering kali income negara namun masuk ke rekening pribadi penjabat, yang berpotensi besar terhadap kerugian negara
Yang kedua dari segi pengeluaran:
1. Perjalan dinas yang fiktif dan pengeluaran pembelanjaan barang dan jasa yang tidak sesuai
2. Pembayaran ganda pejabat atau pegawai yang dipebantukan.
3. Mark up harga pembelian barang dan jasa dan tidak selaras dengan harga pasar yang sesungguhnya
4. Ketidak sesuian prosedur dalam menggulirkan tender atau penunjukan langsung rekanan dan konsultan dikarenakan banyak yang tidak memenuhi standar kaulifikasi
5. Banyak broker dalam sistem tender diamana pemenang tender mengontrakan kembali pekerjaannya kepada pihak lain dengan sistem pembagian fee
6. Banyak konsultan dan kontraktor yang sulit menyelesaikan pekerjaannya sesuai rancangan dan waktu yang ditentukan
7. Spesifikasi pekerjaan tidak sesuai dengan rancangan awal
8. Bansos dan penanggulangan bencana yang sering salah sasaran
9. Praktek calo yang begitu besar dalam pengurusan anggaran sehingga harus ada dan cadangan dan komisi untuk mendapatkan anggaran tersebut
10. Budget yang sangat besar untuk menunjuka tenga profesional seperti tenaga accounting, underwriter dan tenaga profesi lainnya pada program BUMN dan sejenisnya
11. BUMN sangat privasi dan tidak mau terbuka yang berpotensi merugikan neagara
12. Biaya restrukturisasi, bantuan likuiditas dan biaya lain-lain yang sejenis yang merugikan negara.
	Beberapa contoh diatas merupakan sebagian dari berbagai macam tindakan fraud yang dapat terjadi di sektor pemerintahan. Apabila hal tersebut dibiarkan terjadi maka negara akan terus dirugikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga perkembangan dari berbagai sektor di Indonesia menjadi terhambat. Dalam hal penindakan fraud, ada 3 tahapan menurut Najahningrum (2013) yakni tindakan prepentif, pendeteksian, dan represif.
Tindakan preventif yakni kegiatan dalam melakukan pencegahan dini kegiatan kecuranagan dan ini adalah langkah awal dalam memerangi kecurangan atau fraud. Yang kedua adalah pendeteksian, diamana tindakan ini untuk mendeteksi dan mengetahui dimana keberadaan kecurangan tersebut baik pada individu maupun kelompok, dan biasaya tindakan ini dilakukan pada saat sudah mulai nampak gejala gejala kecurangan dalam suatu organisasi sehingga membutuhkan tindak pendeteksian. Dan yang terakhir adalah tindakan represif, ini merupakan tindakan penanggulangan tindakan kecurangan yang terjadi, setelah melakukan pendeteksian dan terbukti suatu organisasi melakukan tindakan kecurangan maka langkah selanjutnya adalah menindaki dan menanggulangi kecurangan tersebut, sehingga tindakan fraud dalam organisasi tersebut akan musnah
2.1.4 Keputusan Pengungkapan Kecurangan (Wishtleblowing)
	Whistleblowing merupakan sistem yang dibangun ketika seseorang yang yang mengetahui adanya tindakan kecurangan baik kontraktor atau pemasok mereka melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang secara privat dan rahasia. Tindakan pelaporan bisa melalui proses internal berdasarkan ketetapan organisasi melalui tindakan pengaduan internal atau ke pihak lain seperti media masa atau regulator. Sementara Bakri (2014) menjelaskan bahwa whistleblowing adalah proses mengungkap yang dilakukan oleh pegawai atas informasi yang didalamnya mengandung unsur pelanggaran, baik berkonsikuensi hukum, regulasi, melanggar pedoman, kesalahan dalam prosedur, menyalahgunakan wewenang, korupsi, membahayakan masyarakat dan lingkungan kerja. Whistleblowing adalah sistem dalam mengungkap suatu kejahatan tindakan kecurangan yang terjadi pada tubuh suatu organisasi. Pengungkap kejahatan ini sering disebut whistleblower dan sangat tepat dalam mendeteksi dan memerangi tindakan kecurangan, hal tersebut karena karyawan itu sangat mengetahui seluk beluk kegiatan bisnis dalam organisasi tempat dia bekerja ketimbang orang dari luar organisasi. Bukan hanya itu whistleblowing merupakan sistem yang sangat efektif dan tidak memerlukan biaya yang mahal untuk melindungi sumber daya dalam suatu organisasi (Lubisi, 2016).
	Penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi 7 tipe utama kesalahan yang mungkin timbul dalam organisasi (Dasgupta dan Kesharwanti, 2010) dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.1
Tipe-Tipe Kesalahan (Wrongdoing)
	Kategori
	Konstituen

	Mencuri
	Mencuri dana, mencuri property, menerima suap/memberi suap, penggunaan posisi resmi untuk keuntungan pribadi, pembagian keuntungan tidak adil, dan penyalahgunaan jabatan.

	Pemborosan 
	Pemborosan dikarenakan program yang buruk dan pemborosan asset organisasi

	Manajemen yang salah
	Manajemen menutup-nutupi kinerja yang buruk dan membuat proyeksi kinerja yang salah

	Masalah keamanan
	Produk yang diproduksi tidak sesuai/tidak aman konsumsi dan lingkungan kerja yang tidak memadai

	Pelecehan seksual
	Kontak verbal maupun fisik yang bersifat seksual dan tidak diharapkan

	Diskriminasi tidak sehat
	Diskriminasi antar suku, ras, gender, agama dan lain-lain

	Pelanggaran hokum
	Timbulnya pelanggaran hukum baik pidana maupun perdata



	Ada 4 tahapan utaman dalam whistleblowing menurutHanif (2017) diantaranya:
1. Seorang wishtleblower harus meyakini dengan jelas bahwa tindakan tersebut adalah pelanggaran yang bertentangan dengan norma organisasi dan norma yang dimiliki whistleblower itu sendiri.
2. Ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan oleh seorang Whistleblower dalam mengambil keputusan. Whistleblower harus mengetahui pihak berwenang yang harus mendapat laporan dan juga harus mempertimbangkan dampak dari pelanggaran tersebut. Apakah pelanggaran tersebut dapat dihentikan atau tidak tanpa adanya pelaporan.
3. Organisasi harus segera bertindak setelah adanya laporan tentang whistleblowing.
4. Organisasi harus dapat memutkan tindakan terhadap whistleblower.
Ada dua kriteri umum yang harus dipenuhi jika ingin dikatakan sebagai wishtleblower menurut Sagara (2013) diantaranya:
1. Seorang wishtleblower harus mengungkap dan menyampaikan aduan berupa laporan kepada pihak yang berwenang atau kepada khalayak publik melalui media massa dan media online dengan harapan kejahatan yang dilakukan akan terungkap
2. Seorang whistleblower harus orang orang yang tau persis keadaan sehingga mengungkap kejahatan tindak kecurangan.
Ada 3 hal yang mendorng seseorang untuk melakukan wishtleblowing menurut Dasgupa (2010) diantaranya:
1. Perspektif altruistik seorang whistleblower. 
Altruistik dimana seseorang harus bersikap dan mengutamakan kepentingan orang banyak dan tidak mengutamakan diri sendiri, hal ini karena suatu keinginan yang lahir untuk memerangi kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian organisasi, kolega, masyarakat umum dan rekan kerja
2. Perspektif motivasi dan psikologi. 
Whistleblowertermotivasi karena ada manfaat yang sangat besar atas tindakannya dalam melakukan whistleblowing. 
3. Harapan penghargaan. 
Bnyak organisasi memberikan imbalan jasa atas tindakan pengungkapan tindak kecurangan oleh pegawai
	Dasgupta (2010) menjelaskan bahwa whistleblower sering berada pada posisi yang rumit dan hal ini merupakan dampak atas tindakan pelaporan yang dilakukan. Respon terhadap whistleblowing sangat beragam, dan respon yang paling banyak adalah bisa jadi adanya perbaikan atas pelanggaran yang dilakukan atau adanya perlawanan terhadap pelapor (whistleblower) atau sebaliknya pelapor yang melakukan perlawanan terhadap tindakan organisasi terhadap dirinya dan kekuatan pengaruh pelanggar juga berpengaruh terhadap konsekuensi dari whistleblowing. Kondisi organisasi yang baik dan konstruktif akan mempengaruhi konsikuensi whistleblowing. Sistem keadilan dan suasana kondusif dalam suatu organisasi akan memperkuat sang Whistleblower dimana dia akan melaporkan setiap tindakan pelanggaran. Begitu juga sebaliknya sangat wishtleblower akan lebih memilih melaporkan ke pihak luar jika suasana organisasi memperlakukan tidak adil dalam organisasi dengan harapan yang sangat besar untuk mengungkap pelanggaran.
	Sedikitnya ada 3 indikator orang melakukanwishtleblowing menurut akmal (2012), antara lain :
1. Ada niatan untuk melakukan whistleblowing system
2. Ada planing dalam tindakan wishtleblowing
3. Usaha pegawai untuk melakukan tindakan whistleblowing. 
Niat digunakan untuk melihat seberapa tinggi keinginan individu untuk melakukan sesuatu. Adanya niat yang besar di dalam diri individu maka akan terbentuk suatu rencana individu untuk mewujudkan tindakan tersebut, dan suatu tindakan dapat terwujud dengan baik dilihat dari usaha yang telah dilakukan oleh individu tersebut. 
2.1.5 Moral Intention
	Dari segi bahasa intensitas dapat diartikan sebagai suatu keadaan tingkatan atau ukuran intensinya, sedangkan moral diartikan sebagai istilah yang diucapkan manusia yang menyebut manusia lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif (Husniati, 2017). Sehingga intensitas moral dapat diartikan sebagai sebuah konstruk yang mencakup karakteristik-karakteristik yang merupakan perluasan dari isu-isu yang terkait dengan isu moral utama dalam sebuah situasi yang akan mempengaruhi persepsi individu mengenai masalah etika dan intensi keprilakuan yang dimilikinya. 
	Intensitas moral menjadi kontrol perilaku setiap individu dalam bertindak, semakin baik moral yang dimiliki maka hal tersebut akan tercermin pada perilakunya yang pada akhirnya memiliki nilai positif dimata orang lain (Saputra dkk, 2015). Adapun pendapat lain yang menyatakan bahwa intensitas moral sebagai disposisi individu untuk berpikir, merasakan dan berperilaku etis versus tidak etis (Kreshastuti dan Prastiwi, 2014). Zanaria (2016) menyatakan bahwa intensitas moral memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mempengaruhi seseorang ketika akan berperilaku dan dalam mengambil keputusan. Mengenai tepat dan benarnya perilaku yang kemudian akan diputuskan tersebut, akan bergantung sekali pada tingkat intensitas moral dari individu tersebut.
	Intensitas moral bersifat multidimensi dan komponen-komponen bagiannya merupakan karakteristik dari isu-isu moral. Jones (1991) dalam Kreshastuti (2014) mengidentifikasikan bahwa ada enam elemen intensitas moral yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu:
1. Besaran konsekuensi
Besaran konsekuensi di definisikan sebagai jumlah kerugian atau manfaat yang dihasilkan oleh pengorbanan atau pemanfaatan dari sebuah tindakan moral.
2. Konsensus sosial
Konsensus sosial didefinisikan sebagai tingkat kesepakatan sosial bahwa sebuah tindakan dianggap salah atau benar. 
3. Probabilitas efek
Probabilitas efek merupakan sebuah fungsi bersama dari kemungkinan bahwa tindakan tertentu akan secara actual mengambil tempat dan tindakan tersebut akan secara actual menyebabkan kerugian (manfaat) yang terprediksi.
4. Kesegeraan temporal
Kesegeraan temporal merupakan jarak atau waktu antara pada saat terjadi dan awal mula konsekuensi dari sebuah tindakan moral tertentu (waktu yang makin pendek menunjukkan kesiapan yang lebih besar).
5. Konsentrasi efek
Konsentrasi efek merupakan sebuah fungsi infers dari jumlah orang yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sebuah tindakan yang dilakukan. Orang-orang yang memiliki perasaaan kepentingan yang tertinggi akan bertindak secara amoral yang akan menghasilkan konsentrasi efek tinggi.
6. Kedekatan
Kedekatan adalah perasaan kedekatan (sosial, budaya, psikologi atau fisik) yang dimiliki oleh pembawa moral (moral agent) untuk si pelaku dari kejahatan (kemanfaatan) dari suatu tindakan tertentu. Konstruk kedekatan ini secara intuitif dan alasan moral menyebabkan seseorang lebih peduli pada orang-orang yang berada di dekatnya (secara sosial, budaya, psikologi ataupun fisik) dari pada kepada orang-orang yang jauh darinya. 
2.1.6 Dukungan Atasan
	Dukungan atasan adalah ketika atasan memperlakukan bawahan dengan secara hormat, menghargai, sopan, serta mempercayai informasi dan penjelasan yang benar. Oleh karena itu, dukungan atasan bentuk perilaku atas bawahan dengan dukungan, perhatian, kepercayaan dan penghormatan untuk wishtleblower potensial. Dukungan atasan merupakan salah satu indikator dukungan organisasi disamping keadilan, manfaat yang menguntungkan dan kondisi kerja. Dukungan organisasi mengacu pada sejauh mana pegawai percaya bahwa organisasi mereka menghargai kontribusi mereka dan peduli tentang kesejahteraan mereka. Pegawai percaya bahwa ketika atasan memberikan dukungan terhadap apa yang sedang mereka kerjakan maka hal itu diasumsikan sebagai dukungan organisasi. Sehingga pegawai akan merasa berkewajiban untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan (Priyastiwi, 2018). 
	Ketika melaksanakan pekerjaan sehari-hari, pegawai akan membentuk sebuah pola pikir dimana supervisor berkontribusi dalam kehidupan dan kesejahteraan mereka, hal ini dikarenakan supervisor merupakan agen organisasi yang bertugas untuk memperhatikan pegawai serta bertanggung jawab terhadap kinerja bawahannya. Pegawai akan berpikir bahwa segala sesuatu yang dilakukan akan disampaikan oleh supervisor kepada top management sehingga pegawai menangkap pola pikir jika supervisor mampu menguntungkan dirinya maka hal itu akan menjadi indikasi dukungan organisasi. Persepsi pegawai tentang status yang diberikan pada atasan oleh organisasi memberikan keyakinan bahwa dukungan atasan sama dengan dukungan organisasi (Halim & Priyastiwi, 2017).
	Ketika seorang pegawai merasa dirinya di dukung oleh atasan, maka pegawai akan mempunyai nyali yang lebih besar untuk mengungkapkan kecurangan tanpa takut merasa sendirian. Pegawai akan berpikir ketika atasan mereka mendukung untuk mengungkapkan kecurangan yang sedang terjadi, maka pegawai akan merasa hal itu sama dengan dukungan organisasi. Sehingga, pegawai tidak perlu takut akan pembalasan dari organisasi seperti penurunan pangkat, sanksi professional dan lain sebagainya. Pembalasan organisasi ini dapat timbul apabila organisasi menganggap tindakan whistleblowing tersebut malah membuat nama organisasi menjadi jelek yang kemudian mempengaruhi reputasi organisasi dan tingkat kepercayaan publik pada organisasi. Interaksi dengan manajemen menurut Halim dan Priyastiwi (2017) digambarkan sebagai 2 hal yaitu:
1. Dukungan atasan yang tinggi menjelaskan perhatian, kepercayaan, dukungan dan penghormatan yang tinggi. 
2. Dukungan atasan yang rendah adalah sikap mengancam pada pelapor, tidak percaya, tidak menghiraukan informasi yang diberikan oleh pelapor. 
	Sebagian besar teori menjelaskan bahwa antara organisasi dengan kepercayaan karyawan yaitu ketika karyawan melihat atasan sebagai agen organisasi. Oleh karena itu, karyawan berasumsi hubungan pertukaran mereka dengan atasan sebagai pertukaran dengan organisasi karena mereka melihat atasan sebagai wakil dari organisasi. Eisenberger et al., (2010) menjelaskan bahwa karyawan membentuk persepsi tentang kesamaan antara atasan dengan organisasi sebagai perwujudkan dari organisasi pengawas (SOE/Supervisor Organization Embodiment). Jika semakin besar SOE maka semakin besar karyawan merasakan bahwa perlakuan yang diberikan atasan adalah sebagai perlakuan dari organisasi pula, dan juga kurangnya dukungan dari atasan dan top manajemen akan menurunkan whistleblowing. Pemimpin yang memiliki etika etis akan mendukung dan memotivasi karyawan untuk mengungkap kesalahan yang terjadi. 
2.1.7 Proteksi
	Proteksi ditunjukkan dengan perlindungan yang diberikan kepada karyawan dari pembalasan atas pengungkapan yang dilakukan oleh karyawan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 Tahun 2006. Menurut saksi dan korban (2006), whistleblower adalah orang yang memberikan informasi kepada pihak yang berwenang atau pihak penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Proteksi meliputi perlindungan dari ancaman, keluarga dan hartanya, jaminan keamanan diri dan tidak ada tuntutan hukum terhadap pelapor. Proteksi yang tinggi ditunjukkan ketika pelapor mendapatkan seluruh jaminan yang aman. Sedangkan proteksi yang rendah adalah ketika pelapor tidak mendapatkan proteksi tersebut tetapi hanya jaminan yang berhubungan dengan masalah di pengadilan. 
	Menurut Setiono (2004) perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Di Indonesia, bentuk perlindungan bagi whistleblower dalam sistem peradilan pidana terdiri dari dua jenis yaitu perlindungan bersifat preventif dan perlindungan bersifat represif (Kusuma Wardani, 2018). Perlindungan yang bersifat preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan dalam segi antisipasi dari segala tindakan atau resiko yang tidak diinginkan seperti pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi whistleblower. Perlindungan represif adalah perlindungan berupa penerapan restorative justice yang termodifikasi dan mempunyai tujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat berkepentingan melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku. Stakeholder disini antara lain saksi, whistleblower dan masyarakat yang mungkin dirugikan. 
	Salah satu cara yang dilakukan untuk mengurangi rasa takut terhadap pembalasan dan meningkatkan kesediaan karyawan untuk melaporkan, organisasi telah menyertakan jenis proteksi dalam kebijakan hotline whistleblower (Wainberg dan Perreault, 2016). Artinya, selain menyediakan saluran pelaporan, rahasia dan anonim, juga memasukkan bentuk-bentuk proteksi khusus dari pembalasan seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan promosi, pelecehan, konsekuensi keuangan, profesionalisme yang jatuh dan hukuman. 
	Dalam rangka mendukung lahirnya whistleblower, pemerintah telah mengeluarkan ketentuan mengenai perlindungan terhadap whistleblower yang secara garis besar tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian dilakukan perubahan dan tertuang pada UU RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 Ayat 1 yaitu bahwa saksi dan korban berhak :
1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mendapat indormasi dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Dirahasiakan identitasnya.
10. Mendapat indentitas baru.
11. Mendapat tempat kediaman sementara.
12. Mendapat tempat kediaman baru.
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
14. Mendapat nasihat hukum.
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
16. Mendapat pendampingan.
	Sebagai pegawai instansi/perusahaan, kebijakan perlindungan harus menyatakan secara jelas bahwa seorang pelapor pelanggaran dan tindak pidana akan mendapatkan perlindungan dari perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan seperti perlindungan hukum atas jabatan atau pangkat yang dimilikinya, mutasi tempat pekerjaan dan dari diskriminasi dalam segala bentuknya. Selain ketiga hal tersebut diatas, pendefinisian wewenang yang jelas, pasti dan terperinci kepada masing-masing institusi juga menjadi hal penting agar perlindungan menjadi tepat sasaran. Perlindungan hukum terhadap whistleblower juga harus meliputi keamanan dan keselamatan pada whistleblower dan keluarga bukan hanya sampai selesai masa persidangan namun sampai seterusnya mengingat resiko yang mungkin mereka terima cukup besar. 
2.2 Penelitian Terdahulu
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu
	No
	Penulis
	Judul
	Metode Penelitian
	Hasil Penelitian

	1
	Lara Fatma Sarni, Herlina Helmy, dan Vita Fitria Sari (2020)
	Pengaruh Gender, Dukungan Atasan dan Proteksi Terhadap Keputusan Pengungkapan Kecurangan Pada Pemerintah Daerah Di Sumatera Barat 
	Kuantitatif
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Gender tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pengungkapan kecurangan pada pemerintah daerah sumatera barat. Pelapor yang mendapat dukungan atasan dan proteksi tinggi akan cenderung melakukan keputusan pengungkapan kecurangan pada pemerintah daerah di sumatera barat dibandingkan dengan pelapor yang mendapatkan dukungan atasan dan proteksi yang rendah.

	2
	Ratna Arizka Primasari dan Fidiana Fidiana (2020)
	Whistleblowing Berdasarkan Intensitas Moral, Komitmen Profesional Dan Tingkat Keseriusan Kecurangan
	Kuantitatif
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas moral, komitmen professional dan tingkat keseriusan kecurangan berpengaruh positif terhadap niat untuk whistleblowing.

	3
	Shiela Hikma Ariefadisya (2019)
	Pengaruh Dukungan Atasan, Proteksi, Kompensasi Dan Tingkat Keseriusan Pelanggaran Terhadap Keputusan Pengungkapan Kecurangan Di Pemerintah Daerah Indonesia
	Kuantitatif
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seseorang berani mengungkapkan kecurangan ketika mereka merasa didukung oleh atasan, dilindungi dan merasa bahwa tingkat keseriusan kecurangan yang terjadi adalah tinggi, namun pemberian kompensasi ternyata tidak berpengaruh terhadap keputusan seorang pegawai untuk melakukan whistleblowing.



2.3 Kerangka Pemikiran
	Fraud merupakan hal yang dapat dilakukan oleh siapa saja di dalam suatu organisasi mulai dari pegawai dengan level terendah hingga jajaran direksi dapat melakukan fraud. Baik pegawai yang jujur pun dapat melakukan tindakan fraud. Tentu saja fraud tidak terjadi begitu saja namun ada pemicu-pemicu yang menyebabkan seseorang melakukan fraud. Kecurangan merupakan tindakan yang tidak diperkenankan terjadi di dalam kehidupan masyarakat karena kecurangan dapat merugikan pihak-pihak yang tidak bersalah. Pencegahan dan pengungkapan korupsi harus dilaksanakan sedini mungkin agar kecurangan tidak berlarut-larut terlalu lama dan dapat menganggu kinerja suatu organisasi serta memberikan kerugian bagi perekonomian suatu negara. 
	Kecurangan maupun korupsi dapat dicegah dengan melakukan whistleblowing. Whistleblowing merupakan tindakan yang dilakukan seseorang untuk mengungkapkan sesuatu hal pelanggaran hukum ke media massa maupun keatasan. Tujuan utama dari whistleblowing adalah untuk melindungi kepentingan publik dengan memberi tahu orang atau organisasi yang berada dalam posisi untuk mencegah bahaya, untuk menyelidiki atau mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kesalahan. Untuk menjadi whistleblower bukanlah perkara yang mudah. Whistleblower akan menghadapi dilema etis dalam memutuskan apakah harus meniup pluit atau membiarkannya tetap tersebunyi.  Perbedaan pandangan itulah yang kemudian menjadikan calon whistleblower berada dalam dilema kebimbangan dalam menentukan persepsi yang pada akhirnya dapat mendistorsi minat whistleblowing. Ada beberapa macam faktor yang dapat mempengaruhi tindakan whistleblowing seperti moral intention, dukungan atasan dan proteksi. 
	Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
2.4 Hipotesis
	Berdasarkan teori, hasil penelitian terdahulu dan juga kerangka pemikiran tentang moral intention, dukungan atasan dan proteksi terhadap keputusan pengungkapan kecurangan, maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah :
H1	:	Moral intention berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengungkapan kecurangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo.
H2	:	Dukungan atasan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengungkapan kecurangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo.
H3	:	Proteksi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengungkapan kecurangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo.
H4	:	Moral intention, dukungan atasan dan proteksi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengungkapan kecurangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo.



138


37




BAB III
OBJEK DAN METODE PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian
	Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa objek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu). Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengaruh moral intention, dukungan atasan dan proteksi terhadap keputusan pengungkapan kecurangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo.
3.2 Metode Penelitian
3.2.1 Metode Yang Digunakan
	Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2016). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survey. Penelitian kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antara variabel. Variabel-variabel ini diukur sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik. Menurut Azwar (2011) pada dasarnya pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti. 
3.2.2 Operasionalisasi Variabel
	Operasionalisasi variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terikat dalam penelitian ini. Disamping itu, operasionalisasi variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat. Variabel dalam penelitian ini adalah moral intention (X1), dukungan atasan (X2), proteksi (X3) dan keputusan pengungkapan kecurangan (Y). 
	Definisi operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel X
	No
	Variabel
	Indikator
	Skala

	1
	Moral Intention (X1)
(Kreshastuti (2014)
	1. Besarnya konsekuensi
2. Konsensus sosial
3. Probabilitas efek
4. Kesegeraan temporal
5. Konsentrasi efek
6. Kedekatan
	

Ordinal

	2
	Dukungan Atasan (X2)
(Halim dan Priyastiwi, 2017)
	1. Dukungan atasan tinggi : perhatian, kepercayaan, dukungan, dan penghormatan yang tinggi.
2. Dukungan atasan rendah : sikap mengancam pada pelapor, tidak percaya, tidak menghiraukan informasi yang diberikan oleh pelapor
	



Ordinal

	3
	Proteksi (X3)
(UU RI Nomor 31 Tahun 2014)
	1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta berkenan dengan kesaksiannya yang akan, sedang atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
9. Dirahasiakan identitasnya
10. Mendapat identitas baru
11. Mendapat tempat kediaman sementara
12. Mendapat tempat kediaman baru
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
14. Mendapat nasihat hukum
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
16. Mendapat pendampingan.
	
















Ordinal



Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel Y
	No
	Variabel
	Indikator
	Skala

	1
	Keputusan Pengungkapan Kecurangan (Y)
(Akmal Sulistomo, 2012)
	1. Niat/minat dalam melakukan tindakan whistleblowing
2. Rencana untuk melakukan tindakan whistleblowing
3. Usaha pegawai untuk melakukan tindakan whistleblowing
	


Ordinal



	Dalam melakukan test dari masing-masing variabel akan diukur dengan menggunakan skala likert. Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini memberikan nilai skor pada item jawaban. Jawaban dari setiap instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negative yang dapat berupa kata-kata. Kuesioner dalam penelitian ini disusun dengan menyiapkan lima pilihan yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Setiap pilihan akan diberikan bobot nilai yang berbeda seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini :
Tabel 3.3 Skala Likert
	Pilihan
	Bobot

	Sangat setuju
	5

	Setuju
	4

	Netral 
	3

	Tidak setuju
	2

	Sangat tidak setuju
	1



3.2.3 Populasi Dan Sampel Penelitian
3.2.3.1 Populasi
	Menurut Sugiyono (2015) populasi didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo yang berjumlah 96 Pegawai. 
3.2.3.2 Sampel
	Sampel adalah bagian dari seluruh karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2015). Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Adapun penentuan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode sensus atau sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Azwar, 2010). Sampel dalam penelitian ini adalah semua pegawai yang ada di BKAD Kabupaten Boalemo yang berjumlah 60 orang ASN. Jumlah sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.4 Sampel Penelitian BKAD Kabupaten Boalemo
	No
	Keterangan
	Jumlah

	Sekretariat
	13

	1
	Sekretaris
	1

	2
	Kasubag Keuangan 
	1

	3
	Kasubag Peny. Program
	1

	4
	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	1

	5
	Bendahara Pengeluaran
	1

	6
	Bendahara Hibah/Bansos
	1

	7
	Staf
	7

	Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
	19

	8
	Kabid Anggaran dan Perbendaharaan
	1

	9
	Kasubid Anggaran
	1

	10
	Kasubid Verifikasi dan Perbendaharaan
	1

	11
	Staf
	16

	Bidang Akuntansi
	5

	12
	Kabid Akuntansi
	1

	13
	Kasubid Akuntansi 1
	1

	14
	Kasubid Akuntansi 2
	1

	15
	Staf
	2

	Bidang Pendapatan
	15

	16
	Kabid Pendapatan
	1

	17
	Kasubid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
	1

	18
	Kasubid Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan
	1

	19
	Staf
	12

	Bidang Aset
	8

	20
	Kabid Aset
	1

	21
	Kasubid Aset 1
	1

	22
	Kasubid Aset 2
	1

	23
	Staf
	5

	Total
	60



3.2.4 Sumber Data Dan Cara Pengumpulan Data
	Menurut Sugiyono (2014) sumber data merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung secara empiric kepada pelaku langsung atau yang terlibat langsung dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau hasil penelitian dari pihak lain. Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Adapun cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), kuesioner dan wawancara. 
3.2.5 Prosedur Pengujian Dan Instrumen Penelitian
3.2.5.1 Analisis Instrumen Penelitian
	Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner. Sugiyono (2014) menyatakan bahwa instrument penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Untuk mendapatkan data yang baik dalam arti mendekati (objektif) sudah tentu diperlukan suatu instrument atau alat ukur yang valid dan andal, maka instrument tersebut sebelum digunakan harus di uji validitas dan realibilitasnya sehingga apabila digunakan akan menghasilkan hasil yang objektif. 
3.2.5.2 Uji Validitas
	Validitas adalah salah satu yang utama yang harus dimiliki oleh setiap alat ukur. Dalam pengertian umum validitas diartikan sebagai ketepatan dan kecermatan instrument dalam menjalankan fungsi ukurnya (Azwar, 2016). Artinya bahwa validitas dapat menunjukkan sejauh mana skala mampu mengungkapkan dengan akurat dan teliti pada data yang diperoleh mengenai atribut yang sudah dirancang untuk mengukurnya. Mengukur validitas dapat menggunakan pearson correlation dan dilakukan dengan cara melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator pertanyaan terhadap total konstruk dengan menunjukkan hasil yang signifikannya itu dibawah 0,05. Jika masing-masing indikator pertanyaan mempunyai tingkat signifikansi dibawah 0,05 berarti dapat dikatakan valid. 
3.2.5.3 Uji Reliabilitas
	Reliabilitas alat ukur adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam mengukur apa yang diukurnya. Artinya kapanpun alat ukur tersebut digunakan akan memberikan hasil ukur yang sama. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengumpulan data menunjukkan tingkat ketepatan, tingkat keakuratan, kestabilan atau konsistensi dalam mengungkapkan gejala tertentu (Sugiyono, 2016). Cronbach alpha, syarat minimum yang dianggap memenuhi syarat adalah apabila koefisien cronbach alphanya di dapat 0,6. Jika koefisien yang didapat kurang dari 0,6 maka instrument penelitian tersebut dinyatakan tidak reliable. 
3.2.5.4 Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
	Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan dianalisis tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan melihat grafik Normality Probability Plot. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Apabila distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Dasar pengambilan keputusan dari analisis normal probability plot adalah sebagai berikut :
a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal maka regresi memenuhi asumsi normalitas.
b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.


2. Uji Heteroskedastisitas
	Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan uji heteroskedastisitas yaitu uji grafik plot, uji park, uji glejser dan uji white. Pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2011).
3. Uji Multikolinieritas
	Ghozali (2011) menjelaskan bahwa uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF dan nilai tolerance masing-masing variabel independen, jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance> 0,10, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.
3.2.5.5 Konversi Data
	Sebelum melakukan kegiatan analisis korelasi dan regresi, penelitian yang menggunakan skala ordinal perlu diubah terlebih dahulu ke skala interval menggunakan method of successive interval (MSI). Untuk memudahkan dan mempercepat proses perubahan data dari skala ordinal ke dalam skala interval, maka peneliti menggunakan bantuan komputer pada MS. Excel dan program SPSSversi 24.
3.2.6 Rancangan Uji Hipotesis
3.2.6.1 Model/Gambar
	Untuk memastikan apakah ada pengaruh variabel moral intention (X1), dukungan atasan (X2), dan proteksi (X3) terhadap keputusan pengungkapan kecurangan (Y) maka pengujian dilakukan dengan uji analisis regresi linier berganda dengan terlebih dahulu mengkonversi data skala ordinal menjadi skala interval. Analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 3.1
Struktur Analisis Regresi Linier Berganda
	Dari gambar diatas dapat dilihat dalam persamaan berikut:
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + Ɛ
Dimana :
Y	: Keputusan Pengungkapan Kecurangan
X1	: Moral Intention
X2	: Dukungan Atasan
X3	: Proteksi
β	: Koefisien Regresi
Ɛ	: Standar Eror
3.2.6.2 Langkah-Langkah Pengujian Hipotesis
	Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu dengan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS for windows versi 24 sebagai berikut :
1. Uji Statistik Deskriptif
	Menurut Ghozali (2011) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Analisis ini merupakan teknik deskriptif yang memberikan informasi tentang data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis.
2. Uji Persamaan Regresi Linier Berganda
	Analisis regresi berganda adalah teknik statistika yang berguna untuk memeriksa dan memodelkan hubungan diantara variabel-variabel. Regresi berganda sering kali digunakan untuk mengatasi permasalahan analisis regresi yang mengakibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas. Untuk menilai ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai actual dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F dan nilai koefisien determinasi.
a. Uji Statistik t
	Uji t digunakan untuk menguji salah satu hipotesis di dalam penelitian yang menggunakan analisis regresi linier berganda. Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig. dengan kriteria jika probabilitas < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Tapi, jika probabilitasnya >0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial.
b. Uji Statistik F
	Uji F digunakan untuk menguji salah satu hipotesis di dalam peneltiian yang menggunakan analisis regresi linier berganda. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Hasil uji F dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom sig. dengan kriteria jika nilai probabilitas < 0,05 maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun apabila nilai probabilitasnya > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
c. Uji Koefisien Determinasi (R2)
	Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk menentukan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai (R2) yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
3.2.6.3 Sistem Pengolahan Data Dengan Komputer
	Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan perangkat komputer untuk melakukan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS for windows versi 24 dan dibantu dengan program MS. Excel

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
4.1.1 Sejarah BKAD Kabupaten Boalemo
	Lahirnya Undang-Undang No. 50 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo, merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditanah air. Salah satu poin penting adalah disahkannya Kabupaten Boalemo oleh Mendagri pada tanggal 12 Oktober 1999 bersama dilantiknya pejabat Ir. Iwan Bokings, MM sebagai Bupati Boalemo di Jakarta. Di bidang pemerintah penataan lembaga pemerintah daerah telah terbentuk yaitu dinas kantor. Badan dan bagian-bagian dilingkungan secretariat daerah, dimana pengelolaan keuangan daerah di tangani oleh salah satu bagian yaitu bagian keuangan. Namun Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah mengamanatkan adanya penataan kembali organisasi perangkat daerah sehingga bagian keuangan sekretaris daerah Boalemo mengalami perubahan nama menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah disingkat BPKAD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 15 Tahun 2005, yang organisasinya terdiri dari kepala badan, bagian tata usaha, bidang pendapatan, bidang belanja, bidang kekayaan dan asset, bidang pembukuan dan pelaporan kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis (UPT). 
	BKAD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah tanggung jawab bupati melalui sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintah dalam bidang pengelolaan keuangan. Seiring dengan berjalannya waktu tepatnya pada tahun 2016 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengalami perubahan nama menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang pembentukan dan susunan perangkat serta Peraturan Bupati Boalemo Nomor 52 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo. 
	Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut diatas maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo (BPKAD) mengalami perubahan nama menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo (BKAD). Adapun yang menjadi kepala badan adalah :
Tabel 4.1 Daftar Kepala BKAD
	No
	Nama
	Periode

	1
	Ibrahim Darwis, SE
	2006 s/d 2008

	2
	Mohamad Usman, SE
	2008 s/d 2012

	3
	Sukril Gobel, SE., M.Si
	2012 s/d 2017

	4
	Ir. Sunandar Bokings
	2018 s/d 2019

	5
	Sofyan Hasan, S.TP., MM
	2019 s/d 2020

	6
	Sri Tantri Putri Yani Manto
	2020 (Plt)

	7
	Yakob Jusuf Musa
	2021 Berjalan (Plt)


	Sumber : BKAD, 2021
	Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo melaksanakan 3 (tiga) program.
1 Program peningkatan administrasi keuangan
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
4.1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Boalemo
	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo sesuai Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 52 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo. Sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo BKAD juga memiliki visi dan misi.
Visi BKAD Kabupaten Boalemo
“Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah”
Misi BKAD Kabupaten Boalemo
1 Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
2 Optimalisasi pendapatan asli daerah
3 Penataan asset daerah
4 Akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan daerah
5 Peningkatan sarana dan prasarana
6 Ketersediaan SDM pengelola keuangan daerah

Tujuan
1 Menyusun APBD yang berkualitas dan tepat waktu
2 Menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah
3 Menata pengelolaan asset daerah
4 Melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah
5 Meningkatkan sarana dan prasarana
6 Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparat pengelolaan keuangan BKAD melalui pendidikan dan pelatihan.
     Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo mempunyai tugas pokok “penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keuangan dan asset daerah”.
Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo
1 Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah
2 Penyusunan rancangan APBD dan APBD perubahan
3 Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah
4 Pengkoordinasian penerimaan pendapatan asli daerah
5 Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
6 Penatausahaan barang milik daerah
	Adapun dalam implementasinya seringkali kegiatan besar dilaksanakan secara bersama yang melibatkan semua bidang ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan tersebut. Hal ini menimbulkan rasa kebersamaan yang kuat dan bisa menghasilkan kegiatan yang berkualitas karena di dukung oleh seluruh komponen di dalam organisasi. Untuk kelancaran tugas dan pelaksanaan kegiatan di BKAD secara rutin dilaksanakan rapat internal agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai tahapan dan sukses. Sedangkan dalam hal sumber daya aparatur sipil negara yang ada sangat terbatas yang seringkali di perhadapkan pada volume kerja yang cukup banyak dan tuntutan penyelesaian kerjaan dalam waktu yang singkat, tepat waktu dan cepat hingga hal ini mengakibatkan ASN dengan beban pekerjaan yang melebihi waktu kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga seringkali melaksanakan lembur untuk merampungkan pekerjaan yang belum selesai dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. 
	Penyelenggara keuangan daerah yang cukup kompleks di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo dapat diuraikan dalam tugas dari masing-masing pejabat sesuai Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Bupati Boalemo No 52 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo. Struktur Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada gambar berikut :
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi BKAD Kab. Boalemo
	Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Boalemo, maka Struktur Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Boalemo terdir dari :
a. Kepala Badan
b. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan dan membawahi:
1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub. Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Penyusunan Program.
c. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan membawahi :
1. Sub. Bidang Anggaran;
2. Sub. Bidang Perbendaharaan.
d. Bidang Pendapatan membawahi :
1. Sub. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
2. Sub. Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan
e. Bidang Aset membawahi :
1. Sub. Bidang Aset I;
2. Sub. Bidang Aset II
f. Bidang Akuntansi membawahi :
1. Sub. Bidang Akuntansi I;
2. Sub. Bidang Akuntansi II
4.2 Gambaran Umum Responden
	Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai di kantor BKAD Kabupaten Boalemo. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini terdapat 60 pegawai yang ada di kantor BKAD Kabupaten Boalemo. Data penelitian yang dikumpulkan berupa kuesioner yang disebarkan langsung ke seluruh responden atau pegawai yang bersangkutan. Kuesioner tersebut dibagikan dalam 1 hari dan dikumpul dalam jangka waktu 1-2 minggu. Distribusi mengenai penyebaran kuesioner dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Rincian Pengiriman dan Pengambilan Kuesioner
	Keterangan
	Jumlah
	Presentase

	Total Kuesioner yang disebar
	60
	100%

	Jumlah Kuesioner yang kembali
	60
	100%

	Kuesioner yang dapat digunakan
	60
	100%


Sumber : Data primer yang diolah, 2021
Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa dari 60 eksemplar (100%) kuesioner yang disebarkan pada 60 pegawai yang ada di BKAD Kabupaten Boalemo, terkumpul sebanyak 60 eksemplar atau 100% kuesioner yang kembali, dan sebanyak 60 eksemplar atau 100% kuesioner yang dapat digunakan.
4.2.1 Karakteristik Responden
	Sumber data adalah pegawai yang ada di BKAD Kabupaten Boalemo yang meliputi antara lain sekretariat, bidang anggaran dan perbendaharaan, bidang akuntansi, bidang pendapatan dan bidang asset. Gambaran umum responden dibagi berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan dan masa kerja responden. 
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 4.3 Jenis Kelamin Responden
	No
	Jenis Kelamin
	Jumlah
	Presentase

	1
	Pria
	34
	56,67%

	2
	Wanita
	26
	43,33%

	Jumlah
	60
	100%


	Sumber : Data mentah yang diolah, 2021
	Berdasarkan tabel 4.3 diatas diketahui bahwa dari 60 responden yang merupakan pegawai di BKAD Kabupaten Boalemo, 34 orang pegawai atau 56,67% berjenis kelamin pria sedangkan sisanya sebanyak 26 pegawai atau 43,33% berjenis kelamin wanita.	
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Responden
	No
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah
	Presentase

	1
	SMA
	20
	33,33%

	2
	D3
	5
	8,33%

	3
	S1
	34
	56,67%

	4
	S2
	1
	1,67%

	Jumlah
	60
	100%


Sumber : Data mentah yang diolah, 2021
Berdasarkan tabel 4.4 diatas diketahui bahwa sebagian besar pegawai pada BKAD Kabupaten Boalemo yang menjadi responden dalam penelitian ini di dominasi tingkat pendidikan S1 sebanyak 34 pegawai atau 56,67% dari jumlah responden. Tingkat SMA sebanyak 20 pegawai atau 33,33% dari jumlah responden, kemudian tingkat D3 sebanyak 5 pegawai atau 8,33% dari jumlah responden dan pegawai dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 1 pegawai atau 1,67% dari jumlah responden.
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja
Tabel 4.5 Masa Kerja Responden
	No
	Lama Bekerja
	Jumlah
	Presentase

	1
	< 1 Tahun
	1
	1.66%

	2
	1-3 Tahun
	4
	6.67%

	3
	4-5 Tahun
	13
	21.67%

	4
	>5 Tahun
	42
	70%

	              Jumlah
	60
	100%


Sumber : Data mentah yang diolah, 2021
Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa pegawai yang bekerja di BKAD Kabupaten Boalemo selama kurang (<) dari 1 tahun sebanyak 1 pegawai atau 1,66% dari seluruh jumlah pegawai, kemudian pegawai yang bekerja selam 1 – 3 tahun sebanyak 4 pegawai atau 6,67% dari seluruh jumlah pegawai. Sedangkan pegawai yang bekerja selama 4-5 tahun sebanyak 13 pegawai atau 21,67% dari seluruh jumlah pegawai dan pegawai yang bekerja selama lebih (>) dari 5 tahun sebanyak 42 pegawai atau 70% dari jumlah seluruh pegawai.
4.3 Hasil Uji Instrumen Penelitian
4.3.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif
	Setelah melakukan penelitian, telah diperoleh data yang diperlukan sebagai informasi yang akurat. Selanjutnya akan dilakukan deskripsi penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai hasil jawaban dari masing-masing responden atas pernyataan yang diajukan pada saat penelitian. Deskripsi data hasil penelitian untuk memberikan gambaran umum mengenai penyebaran/distribusi data baik berupa ukuran gejala pusat, ukuran letak maupun distribusi frekuensi. Nilai-nilai yang akan disajikan setelah diolah dari data mentah dengan menggunakan metode statistik deskriptif.
	Berdasarkan banyaknya variabel dan merujuk kepada masalah penelitian, maka deskripsi data dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu, Moral Intention (X1), Dukungan Atasan (X2), Proteksi (X3) Dan Keputusan Pengungkapan Kecurangan (Y). Hasil perhitungan statistik deskriptif masing-masing variabel secara lengkap dapat dilihat pada lampiran.
1. Karakteristik Variabel Penelitian
	Seluruh variabel bebas dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan variabel Keputusan Pengungkapan Kecurangan (Y). bobot-bobot butir instrument berdasarkan variabel terlebih dahulu di deskripsikan dengan melakukan perhitungan frekuensi dan skor berdasarkan bobot option (pilihan) jawaban. Perhitungan frekuensi dilakukan dengan cara menghitung jumlah bobot yang dipilih sedangkan perhitungan skor dilakukan melalui perkalian antara bobot option dengan frekuensi. Berikut proses perhitungannya :
		Bobot terendah x Item x Jumlah responden 	: 1 x 1 x 60 = 60
		Bobot tertinggi x Item x Jumlah responden 	: 5 x 1 x 60 = 300
Hasil perhitungan tersebut diintervalkan dalam bentuk rentan skala penelitian sebagai berikut :
Rentang skalanya yaitu 
Tabel 4.6 Skala Penelitian Jawaban Responden
	No 
	Rentang
	Kategori

	1
	60 – 108
	Sangat rendah

	2
	109 – 157
	Rendah

	3
	158 – 206
	Sedang

	4
	207 – 255
	Tinggi 

	5
	256 – 300
	Sangat Tinggi                   


Sumber : Data mentah yang diolah, 2021

a. Moral Intention
	Moral intention dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan sebagai intensitas moral. Dari segi bahasa intensitas moral dapat diartikan sebagai suatu keadaan tingkatan atau ukuran intensinya, sedangkan moral diartikan sebagai istilah yang diucapkan manusia yang menyebut manusia lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Moral intention terdiri dari 6 indikator. Dari hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap moral intention dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.7 Tanggapan Responden Mengenai Moral Intention
	Bobot 
Kategori 
Resp
	Pernyataan 1
	Pernyataan 2
	Pernyataan 3

	
	F
	Skor
	%
	F
	Skor
	%
	F
	Skor
	%

	1
	5
	5
	8.3
	5
	5
	8.3
	1
	1
	1.7

	2
	31
	62
	51.7
	33
	66
	55
	0
	0
	0

	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	29
	87
	48.3

	4
	24
	96
	40
	22
	88
	36.7
	30
	120
	50

	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Jumlah
	60
	163
	100
	60
	159
	100
	60
	208
	100

	Keterangan
	Sedang
	Sedang
	Tinggi



	Bobot 
Kategori 
Resp
	Pernyataan 4
	Pernyataan 5
	Pernyataan 6

	
	F
	Skor
	%
	F
	Skor
	%
	F
	Skor
	%

	1
	1
	1
	1.7
	19
	19
	31.7
	39
	39
	65

	2
	8
	16
	13.3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	44
	132
	73.3
	41
	123
	68.3
	21
	63
	35

	4
	5
	20
	8.3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	2
	10
	3.3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Jumlah
	60
	179
	100
	60
	142
	100
	60
	102
	100

	Keterangan
	Sedang
	Rendah
	Sangat Rendah


Sumber : data mentah yang diolah, 2021
	Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari 60 responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel Moral Intention (X1) umumnya berada pada kategori sedang yaitu pada pernyataan 1, 2 dan pernyataan 4, sedangkan untuk kategori tinggi berada pada pernyataan 3 kemudian untuk kategori rendah berada pada pernyataan 5 dan kategori sangat rendah berada pada pernyataan 6. Artinya indikator besarnya konsekuensi, konsensus sosial dan kesegeraan temporal responden menjawab dengan kategori sedang, sementara untuk indikator probabilitas efek responden menjawab dengan kategori tinggi, kemudian untuk indikator konsentrasi efek responden menjawab dengan kategori rendah sedangkan untuk indikator kedekatan responden menjawab dengan kategori sangat rendah. 
b. Dukungan Atasan
	Dukungan atasan merupakan salah satu indikator dukungan organisasi disamping keadilan, manfaat yang menguntungkan, dan kondisi kerja. Dukungan organisasi mengacu pada sejauh mana pegawai percaya bahwa organisasi mereka menghargai kontribusi mereka dan peduli tentang kesejahteraan mereka. Pegawai percaya bahwa ketika atasan memberikan dukungan terhadap apa yang sedang mereka kerjakan maka hal itu diasumsikan sebagai dukungan organisasi. Sehingga pegawai akan merasa berkewajiban untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Dukungan atasan ini memiliki 2 aspek yaitu dukungan atasan tinggi dan dukungan atasan rendah dengan 5 indikator. Dari hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap dukungan atasan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.8 Tanggapan Responden Mengenai Dukungan Atasan
	Bobot 
Kategori 
Resp
	Pernyataan 1
	Pernyataan 2
	Pernyataan 3

	
	F
	Skor
	%
	F
	Skor
	%
	F
	Skor
	%

	1
	1
	1
	1.7
	38
	38
	63.3
	38
	38
	63.3

	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	37
	111
	61.7
	22
	66
	36.7
	22
	66
	36.7

	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	22
	110
	36.7
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Jumlah
	60
	222
	100
	60
	104
	100
	60
	104
	100

	Keterangan
	Tinggi
	Sangat Rendah
	Sangat Rendah




	Bobot 
Kategori 
Resp
	Pernyataan 4
	Pernyataan 5

	
	F
	Skor
	%
	F
	Skor
	%

	1
	34
	34
	56.7
	39
	39
	65

	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	26
	78
	43.3
	21
	63
	35

	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Jumlah
	60
	112
	100
	60
	102
	100

	Keterangan
	Rendah
	Sangat Rendah


Sumber : data mentah yang diolah, 2021
	Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa dari 60 responden yang diteliti secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel dukungan atasan (X2) berada pada kategori sangat rendah yaitu pada pernyataan 2, 3 dan pernyataan 5, kemudian untuk kategori tinggi berada pada pernyataan 1 dan untuk kategori sangat rendah berada pada pernyataan 4. Artinya bahwa dari indikator dukungan atasan yang tinggi dan rendah melalui penghargaan, perhatian dan juga sikap mengancam pada pelapor responden menjawab dengan kategori sangat rendah. Selanjutnya untuk dukungan atasan dalam bentuk penghormatan responden menjawab dengan kategori tinggi kemudian untuk indikator dukungan atasan dalam bentuk dukungan responden menjawab dengan kategori sangat rendah.
c. Proteksi
	Proteksi atau perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Variabel proteksi terdiri dari 5 indikator. Dari hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap proteksi dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.9 Tanggapan Responden Mengenai Proteksi
	Bobot 
Kategori 
Resp
	Pernyataan 1
	Pernyataan 2
	Pernyataan 3

	
	F
	Skor
	%
	F
	Skor
	%
	F
	Skor
	%

	1
	1
	1
	1.7
	1
	1
	1.7
	1
	1
	1.7

	2
	0
	0
	0
	1
	2
	1.7
	1
	2
	1.7

	3
	37
	111
	61.7
	33
	99
	55
	35
	105
	58.3

	4
	0
	0
	0
	25
	100
	41.7
	23
	92
	38.3

	5
	22
	110
	36.7
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Jumlah
	60
	222
	100
	60
	202
	100
	60
	200
	100

	Keterangan
	Tinggi
	Sedang
	Sedang




	Bobot 
Kategori 
Resp
	Pernyataan 4
	Pernyataan 5

	
	F
	Skor
	%
	F
	Skor
	%

	1
	1
	1
	1.7
	1
	1
	

	2
	1
	2
	1.7
	1
	2
	

	3
	32
	96
	53.3
	34
	102
	

	4
	26
	104
	43.3
	24
	96
	

	5
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Jumlah
	60
	203
	100
	60
	201
	100

	Keterangan
	Sedang
	Sedang


Sumber : data mentah yang diolah, 2021
	Berdasarkan tabel 4.9 diatas diketahui bahwa dari 60 responden yang diteliti secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel proteksi (X3) secara umum berada pada kategori sedang yaitu pada pernyataan 2, 3, 4, dan pernyataan 5, sedangkan untuk kategori tinggi berada pada pernyataan 1. Artinya indikator proteksi dalam bentuk jaminan keamanan diri, harta dan keluarga responden menjawab dengan kategori sedang. Sedangkan untuk indikator proteksi dalam bentuk jaminan perlindungan dari ancaman pembalasan responden menjawab dengan kategori tinggi.
d. Keputusan Pengungkapan Kecurangan (Whistleblowing)
	Pengungkapan perilaku kecurangan atau biasa dikenal dengan istilah whistleblowing merupakan pengungkapan yang dilakukan oleh anggota organisasi tentang praktik illegal, tidak bermoral atau tidak sah di bawah kendali atasan mereka kepada ornag-orang atau organisasi. Whistleblowing terdiri dari 3 indikator dengan 10 pernyataan. Dari hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap keputusan pengungkapan kecurangan (whistleblowing) dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.10 Tanggapan Responden Mengenai Whistleblowing
	Bobot 
Kategori 
Resp
	Pernyataan 1
	Pernyataan 2
	Pernyataan 3

	
	F
	Skor
	%
	F
	Skor
	%
	F
	Skor
	%

	1
	3
	3
	5
	1
	1
	1.7
	3
	3
	5

	2
	0
	0
	0
	2
	4
	3.3
	0
	0
	0

	3
	32
	96
	53.3
	41
	123
	68.3
	35
	105
	58.3

	4
	22
	88
	36.7
	0
	0
	0
	22
	88
	36.7

	5
	3
	15
	5
	16
	80
	26.7
	0
	0
	0

	Jumlah
	60
	202
	100
	60
	205
	100
	60
	196
	100

	Keterangan
	Sedang
	Sedang
	Sedang



	Bobot 
Kategori 
Resp
	Pernyataan 4
	Pernyataan 5
	Pernyataan 6

	
	F
	Skor
	%
	F
	Skor
	%
	F
	Skor
	%

	1
	4
	4
	6.7
	1
	1
	1.7
	3
	3
	5

	2
	33
	66
	55
	3
	6
	5
	0
	0
	0

	3
	11
	33
	18.3
	39
	117
	65
	33
	99
	55

	4
	12
	48
	20
	0
	0
	0
	18
	72
	30

	5
	0
	0
	0
	17
	85
	28.3
	6
	30
	10

	Jumlah
	60
	151
	100
	60
	209
	100
	60
	204
	100

	Keterangan
	Rendah
	Tinggi
	Sedang



	Bobot 
Kategori 
Resp
	Pernyataan 7
	Pernyataan 8
	Pernyataan 9

	
	F
	Skor
	%
	F
	Skor
	%
	F
	Skor
	%

	1
	4
	4
	6.7
	1
	1
	1.7
	3
	3
	5

	2
	29
	58
	48.3
	1
	2
	1.7
	0
	0
	0

	3
	18
	54
	30
	43
	129
	71.7
	36
	108
	60

	4
	9
	36
	15
	0
	0
	0
	21
	84
	35

	5
	0
	0
	0
	15
	75
	25
	0
	0
	0

	Jumlah
	60
	152
	100
	60
	207
	100
	60
	195
	100

	Keterangan
	Rendah
	Tinggi
	Sedang



	Bobot 
Kategori 
Resp
	Pernyataan 10

	
	F
	Skor
	%

	1
	5
	5
	8.3

	2
	0
	0
	0

	3
	40
	120
	66.7

	4
	15
	60
	25

	5
	0
	0
	0

	Jumlah
	60
	185
	100

	Keterangan
	Sedang


sumber : data mentah yang diolah, 2021
	Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat diketahui bahwa dari 60 responden yang diteliti secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel keputusan pengungkapan kecurangan (wishtleblowing) (Y) umumnya berada pada kategori sedang yaitu pada pernyataan 1, 2, 3, 6, 9 dan 10. Kemudian untuk kategori tinggi berada pada pernyataan 5 dan 8 sedangkan untuk kategori rendah berada pada pernyataan 4 dan 7. Artinya indikator whistleblowing dalam bentuk niat/minat dalam melakukan whistleblowing responden menjawab dengan kategori sedang. Sedangkan untuk indikator usaha pegawai untuk melakukan whistleblowing responden menjawab dengan kategori tinggi. Dan untuk indikator usaha pegawai untuk melakukan tindakan whistleblowing responden menjawab dengan kategori rendah.
4.3.2 Hasil Uji Kualitas Data
1. Hasil Uji Validitas
	Uji validitas (uji kesahihan) adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur sah/valid tidaknya kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan cara menguji korelasi antara skor item dengan skor total masing-masing variabel menggunakan pearson correlation. Butir pernyataan dikatakan valid apabila tingkat signifikannya dibawah 0,05.
a. Variabel Moral Intention
	Hasil pengujian validitas variabel moral intention (X1) dengan menggunakan koefisien korelasi pearson diuraikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 4.11 Uji Validitas Moral Intention
	Item
Kuesioner
	Kooefisien
Korelasi
	Sig (2-Tailed)
	Keterangan

	MI1
	0.818**
	0.000
	Valid

	MI2
	0.708**
	0.000
	Valid

	MI3
	0.807**
	0.000
	Valid

	MI4
	0.433**
	0.001
	Valid

	MI5
	0.579**
	0.000
	Valid

	MI6
	0.782**
	0.000
	Valid


Sumber : data mentah yang diolah, 2021
	Berdasarkan tabel 4.11 diatas diketahui bahwa dari 6 item pernyataan dalam kueisoner seluruh item pernyataan memiliki koefisien korelasi positif dan mempunyai nilai signifikansi lebih kecil (<) dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam penelitian tersebut valid.
b. Variabel Dukungan Atasan
	Hasil pengujian validitas variabel dukungan atasan (X2) dengan menggunakan koefisien korelasi pearson diuraikan dalam tabel berikut:
Tabel 4.12 Uji Validitas Dukungan Atasan
	Item
Kuesioner
	Kooefisien
Korelasi
	Sig (2-Tailed)
	Keterangan

	DA1
	0.935**
	0.000
	Valid

	DA2
	0.974**
	0.000
	Valid

	DA3
	0.910**
	0.000
	Valid

	DA4
	0.852**
	0.000
	Valid

	DA5
	0.952**
	0.000
	Valid


Sumber : data mentah yang diolah, 2021
	Berdasarkan tabel 4.12 diatas diketahui bahwa dari 5 item pernyataan dalam kuesioner, seluruh item pernyataan tersebut memiliki koefisien korelasi bernilai positif dan mempunyai nilai signifikansi yang lebih kecil (<) dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam penelitian tersebut valid.
c. Variabel Proteksi
	Hasil pengujian validitas variabel proteksi (X3) dengan menggunakan koefisien korelasi pearson dapat diuraikan pada tabel berikut :
Tabel 4.13 Uji Validitas Proteksi
	Item
Kuesioner
	Kooefisien
Korelasi
	Sig (2-Tailed)
	Keterangan

	P1
	0.877**
	0.000
	Valid

	P2
	0.976**
	0.000
	Valid

	P3
	0.976**
	0.000
	Valid 

	P4
	0.972**
	0.000
	Valid

	P5
	0.970**
	0.000
	Valid 


Sumber : data mentah yang diolah, 2021
	Berdasarkan tabel 4.13 diatas diketahui bahwa dari 5 item pernyataan kuesioner seluruh item pernyataan memiliki nilai koefisien korelasi bernilai positif dan mempunyai nilai signifikansi lebih kecil (<) dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan kuesioner dalam penelitian ini valid.
d. Variabel Keputusan Pengungkapan Kecurangan (Whistleblowing)
	Hasil pengujian validitas variabel keputusan pengungkapan kecurangan (Y) dengan menggunakan koefisien korelasi pearson dapat diuraikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 4.14 Uji Validitas Keputusan Pengungkapan Kecurangan
	Item
Kuesioner
	Kooefisien
Korelasi
	Sig (2-Tailed)
	Keterangan

	KPK1
	0.715**
	0.000
	Valid

	KPK2
	0.573**
	0.000
	Valid

	KPK3
	0.716**
	0.000
	Valid

	KPK4
	0.837**
	0.000
	Valid

	KPK5
	0.720**
	0.000
	Valid

	KPK6
	0.723**
	0.000
	Valid

	KPK7
	0.782**
	0.000
	Valid

	KPK8
	0.695**
	0.000
	Valid

	KPK9
	0.907**
	0.000
	Valid

	KPK10
	0.816**
	0.000
	Valid


Sumber : data mentah yang diolah, 2021
	Berdasarkan tabel 4.14 diatas diketahui bahwa dari 10 item pernyataan dalam kuesioner yang digunakan, seluruh item pernyataan memiliki koefisien korelasi bernilai positif dan memiliki nilai signifikansi lebih kecil (<) dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini valid.

2. Hasil Uji Reliabilitas
	Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dari responden melalui pernyataan yang diberikan menggunakan metode statistik Cronbach Alpha dengan signifikan yang digunakan lebih dari (>) 0,6. Adapun hasil dari pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut :
Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas
	No
	Variabel
	Koefisien
Alpha
	Nilai Alpha
	Keterangan

	1
	Moral Intention
	0.772
	0.6
	Reliabel

	2
	Dukungan Atasan
	0.830
	0.6
	Reliabel

	3
	Proteksi
	0.834
	0.6
	Reliabel

	4
	Keputusan Pengungkapan Kecurangan (Wishtleblowing)
	0.776
	0.6
	Reliabel


	Sumber : data mentah yang diolah, 2021
	Berdasarkan tabel 4.15 diatas diketahui bahwa variabel Moral Intention, Dukungan Atasan, Proteksi dan Keputusan Pengungkapan Kecurangan (Wishtleblowing) mempunyai nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat reliable. Sehingga setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten dan apabila pernyataan diajukan kembali maka akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.



3. Hasil Uji Asumsi Klasik
a. Hasil Uji Normalitas
	Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi error yang dihasilkan mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas data digunakan grafik normal P-P Plot of Regression Standardized Residual yang hasil pengujiannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
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Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas
Sumber : Data primer yang diolah, 2021
	 Berdasarkan gambar 4.2 diatas terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Hasil Uji Multikolinieritas
	Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi linier berganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel independennya maka hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya menjadi terganggu. Untuk menguji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas (Sunjoyo, dkk. 2013). Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinieritas
	Model
	Correlations

	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	
	

	
	TMI
	.522
	1.914

	
	TDA
	.507
	1.971

	
	TP
	.644
	1.554

	 a. Dependent Variable : KPK


	Sumber : Data primer yang diolah, 2021
	Berdasarkan tabel 4.16 diatas terlihat bahwa variabel moral intention, dukungan atasan, dan proteksi memiliki nilai tolerance diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Hal ini berarti dalam model persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolonieritas sehingga data dapat digunakan dalam penelitian. 


c. Hasil Uji Heteroskedastisitas
	Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians pada residual dari satu pengamatan yang lain. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode Scatter Plot dimana penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta arah penyebarannya berada diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
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Gambar 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Data primer yang diolah, 2021
	Berdasarkan gambar 4.3 grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang jelas dalam penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi keputusan pengungkapan kecurangan dengan variabel yang mempengaruhinya yaitu moral intention, dukungan atasan dan proteksi.
4.3.3 Hasil Uji Hipotesis
1. Analisis Regresi Linier Berganda
	Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik maka tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda. 
Tabel 4.17 Model Persamaan Regresi
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	16.067
	3.637
	
	4.417
	0.000

	
	TMI
	.240
	.267
	.126
	.901
	.372

	
	TDA
	.920
	.253
	.515
	3.630
	.001

	
	TP
	.130
	.205
	.080
	.633
	.530

	a. Dependent Variable: KPK


Sumber : Data primer yang diolah, 2021
	Berdasarkan tabel 4.17 diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah :
Y = 16.067 + 0.240X1 + 0.920X2 + 0.130X3 + e
Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :
a. Nilai konstanta adalah 16.067 ini menunjukkan bahwa jika variabel independen (moral intention, dukungan atasan, dan proteksi) bernilai (0) maka nilai variabel dependen (keputusan pengungkapan kecurangan) sebesar 16.067 satuan.
b. Koefisien regresi moral intention (b1) adalah 0.240 dan bertanda positif. Hal ini berarti nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0.240 jika nilai variabel X1 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara moral intention dengan variabel keputusan pengungkapan kecurangan (Y). semakin tinggi moral intention seorang pegawai maka keputusan pengungkapan kecurangan juga akan semakin meningkat.
c. Koefisien regresi dukungan atasan (b2) adalah 0.920 dan bertanda positif. Hal ini berarti nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0.920 jika nilai variabel X2 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara dukungan atasan dengan variabel keputusan pengungkapan kecurangan (Y). semakin tinggi dukungan atasan kepada seorang pegawai maka keputusan pengungkapan kecurangan juga akan semakin meningkat.
d. Koefisien regresi proteksi (b3) adalah 0.130 dan bertanda positif. Hal ini berarti nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0.130 jika nilai variabel X3 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara proteksi (X3) dengan keputusan pengungkapan kecurangan (Y). semakin tinggi proteksi yang diperoleh seorang pegawai maka keputusan pengungkapan kecuranganpun akan semakin meningkat.
2. Uji R2 (Koefisien Determinasi)
	Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.
Tabel 4.18 Hasil Uji R2
	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	
	
	
	
	

	1
	.655a
	.429
	.398
	5.110

	a. Predictors: (Constant), TP, TMI, TDA
b. Dependent Variable: TKPK


	Sumber : Data primer yang diolah, 2021
	Dari tabel 4.18 diatas terdapat angka R sebesar 0.655 yang menunjukkan bahwa hubungan antara keputusan pengungkapan kecurangan dengan ketiga variabel independennya sangat kuat karena berada di definisi kuat yang angkanya diatas 0,4. Sedangkan nilai R Square sebesar 0.429 atau 42.9% ini menunjukkan bahwa variabel keputusan pengungkapan kecurangan dapat dijelaskan oleh variabel moral intention, dukungan atasan dan proteksi sebesar 42.9% sedangkan sisanya 57.1% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. 
3. Hasil Uji F
	Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian simultan ini menggunakan uji F yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikan F dengan nilai signifikan yang digunakan yaitu pada level α = 0,05 (5%).
Tabel 4.19 Uji F
	ANOVAa

	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	1097.551
	3
	365.850
	14.012
	.000b

	
	Residual
	1462.140
	56
	26.110
	
	

	
	Total
	2559.691
	59
	
	
	


Sumber : Data primer yang diolah, 2021
	Berdasarkan tabel 4.19 diatas anova signifikansi sebesar 0.000 yaitu lebih kecil dari 0.05 yang berarti secara simultan seluruh variabel independen (moral intention, dukungan atasan, dan proteksi) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (keputusan pengungkapan kecurangan). Dengan demikian berarti H4 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa moral intention, dukungan atasan dan proteksi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengungkapan kecurangan.
4. Hasil Uji – t
	Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t yaitu dengan melihat nilai signifikan t hitung, jika nilai signifikan < dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Melalui statistik uji-t yang terdiri dari Moral Intention (X1), Dukungan Atasan (X2) dan Proteksi (X3) dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap Keputusan Pengungkapan Kecurangan (Y).
a. Pengujian Hipotesis Pertama (H1)
Tabel 4.17 menunjukkan bahwa variabel moral intention memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,372 yaitu lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti H1 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa moral intention tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengungkapan kecurangan. Nilai t yang bernilai 0,901 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.
b. Pengujian Hipotesis Kedua (H2)
Tabel 4.17 menunjukkan bahwa variabel dukungan atasan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.001 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H2 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa dukungan atasan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengungkapan kecurangan. Nilai t yang bernilai 3.630 dan bertanda positif menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.
c. Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)
Tabel 4.17 menunjukkan bahwa variabel proteksi memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.530 yaitu lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti H3 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa proteksi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengungkapan kecurangan. Nilai t yang bernilai 0.633 dan bertanda positif menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.
4.4 Pembahasan
	Berdasarkan hasil analisis statistik dan pengujian hipotesis dengan menggunakan program SPSS dan Microsoft Excel, maka dapat diketahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji kemaknaan signifikansi. Hasil pengujian hipotesis dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dijelaskan berikut ini :
4.4.1 Pengaruh Moral Intention Terhadap Keputusan Pengungkapan Kecurangan
	Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel Moral Intention (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pengungkapan Kecurangan (Y). Koefisien variabel moral intention menunjukkan arah positif terhadap keputusan pengungkapan kecurangan dengan nilai signifikan 0,372 (lebih besar dari 0,05). Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel moral intention memiliki nilai t 0.901 dan bertanda positif. Hal ini menyatakan bahwa semakin tinggi moral intention seorang pegawai akan semakin tinggi pula keputusan pengungkapan kecurangan seorang pegawai di BKAD Kabupaten Boalemo. Pada dasarnya tingkat moralitas yang tinggi yang dimiliki oleh pegawai akan menjadi kontrol perilaku dalam memutuskan untuk melaporkan tindak kecurangan sehingga BKAD Kabupaten Boalemo dapat memitigasi kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut karena memperoleh informasi dini dari pegawainya. 
	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di BKAD Kabupaten Boalemo, moral intention tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pengungkapan kecurangan. Hal ini disebabkan oleh adanya dilema etis pegawai dalam memutuskan untuk menjadi whistleblower atau tidak. Banyak pegawai yang tidak ingin mengambil risiko dengan melakukan whistleblowing dan memilih untuk diam dari pada melakukan whistleblowing. Hal ini dikarenakan banyak pegawai yang berfikir bahwa jika melakukan whistleblowing dapat membuat dirinya maupun keluarganya mendapatkan masalah ke depannya nanti sehingga banyak pegawai yang memilih untuk diam dan tidak mengungkapkan kecurangan. Selain itu, banyak pegawai yang masih menganggap whistleblowing sebagai sebuah hambatan dalam memajukan organisasi sehingga jika mereka melakukan whistleblowing maka sama saja pegawai tersebut membuka rahasia organisasi dan akan membuat organisasi mengalami kerugian. 
	Perilaku pegawai BKAD Kabupaten Boalemo yang memilih untuk tidak mengungkapkan kecurangan selain dipengaruhi oleh dilema etis juga dipengaruhi oleh adanya rasa memiliki yang tinggi terhadap organisasi. Pegawai yang memiliki loyalitas yang tinggi kepada organisasi akan membuat pegawai merasa bertanggung jawab terhadap organisasi di dalam mencapai tujuannya sehingga pegawai akan menunjukkan sikap dan perilaku yang positif terhadap organisasi. Rasa peduli dan loyalitas yang tinggi dari pegawai ini akan ditunjukkan dalam 2 hal yang berbeda, ada yang menunjukkan rasa peduli tersebut dengan niat melakukan whistleblowing namun sebaliknya ada juga yang menganggap justru dengan melakukan whistleblowing dia telah menjadi pengkhianat organisasi. 
	Tindakan dalam melakukan whistleblowing memiliki berbagai bentuk. Menurut Elias (2008) bentuk dalam whistleblowing ini terbagi menjadi dua yaitu internal whistleblowing dan eksternal whistleblowing. Internal whistleblowing ini terjadi ketika karyawan telah mengetahui kecurangan yang terjadi di dalam organisasi dimana kecurangan tersebut dibuat oleh sesama pegawai dan pegawai yang mengetahui kecurangan tersebut melaporkan tindakan kecurangan kepada atasannya. Sementara eksternal whistleblowing terjadi ketika pegawai yang mengetahui kecurangan yang terjadi di organisasi memberitahukan kecurangan tersebut kepada masyarakat karena kecurangan yang dilakukan merugikan masyarakat. 
	Dalam theory of planned behaviour dijelaskan bahwa niat individu untuk berperilaku itu didasarkan oleh 3 faktor yaitu norma subyektif yang merupakan norma yang timbul karena mendapatkan pengaruh dari norma yang ada di sekitar individu, sikap terhadap perilaku yang merupakan sikap suka atau tidak suka seseorang terhadap sesuatu dan persepsi kontrol perilaku yang merupakan suatu sikap individu yang merasa bahwa persepsi yang dilakukannya dapat mengontrol dirinya sendiri.
	Hasil dalam penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka Hariyani dan Adhitya Agri Putra (2018) yang menjelaskan bahwa moral intention berpengaruh terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing. 

4.4.2 Pengaruh Dukungan Atasan Terhadap Keputusan Pengungkapan Kecurangan
	Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel Dukungan Atasan (X2) berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pengungkapan Kecurangan (Y). Koefisien variabel dukungan atasan menunjukkan arah positif terhadap keputusan pengungkapan kecurangan dengan nilai t sebesar 3.630 dan nilai signifikansi 0.001 (lebih kecil dari 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar dukungan yang diberikan atasan maka akan membuat keputusan dalam mengungkapkan kecurangan seorang pegawai menjadi besar. 
	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaruh dukungan atasan dapat mempengaruhi keputusan seorang pegawai untuk melakukan tindakan whistleblowing di BKAD Kabupaten Boalemo. Hal ini sejalan dengan teori pertukaran sosial yang menjelaskan adanya hubungan antara individu (pegawai) yang meningkat dari waktu ke waktu menjadi hubungan yang saling berkomitmen. Sehingga ketika pegawai merasa di dukung oleh atasannya maka pegawai tersebut akan berani memutuskan untuk melaporkan kecurangan yang terjadi. Keputusan pegawai dalam melaporkan adanya kecurangan merupakan salah satu bentuk komitmen mereka terhadap organisasi dengan harapan organisasi tersebut akan selalu hidup. Dengan adanya dukungan atasan, maka pegawai akan merasa aman untuk melaporkan kecurangan yang terjadi tanpa harus khawatir dan merasa takut akan ancaman di pecat atau dikeluarkan dari tim, tidak mendapatkan promosi, penurunan pangkat, sanksi professional dan lain sebagainya. 
	Implikasi dari hasil penelitian ini adalah sudah seharusnya para atasan di organisasi sektor publik lebih memperhatikan kinerja pegawainya, memberikan motivasi di dalam bekerja, menjadi contoh yang baik bagi anak buahnya, dan mampu menjadi rekan kerja yang kooperatif serta menyenangkan di dalam organisasi sehingga jika ada pegawai yang melakukan kesalahan dapat langsung diketahui tanpa harus menunggu adanya laporan dari pegawai lainnya. 
	Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Halin dan Priyastiwi (2017) yang menyatakan bahwa dukungan atasan berpengaruh terhadap munculnya whistleblower. Halim dan Priyastiwi menjelaskan bahwa sebagai suatu perilaku pertukaran, seorang pengungkap kecurangan tidak berusaha untuk memperoleh imbalan ketika mengungkapkan kecurangan yang terjadi di sebuah organisasi tetapi lebih karena adanya faktor timbal balik antara pegawai dengan organisasi yang dalam hal ini organisasi dikaitkan langsung dengan atasan dimana pengawai menganggap bahwa atasan merupakan wakil organisasi. 
4.4.3 Pengaruh Proteksi Terhadap Keputusan Pengungkapan Kecurangan
	Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel Proteksi (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pengungkapan Kecurangan (Y). Koefisien variabel Proteksi menunjukkan arah positif terhadap keputusan pengungkapan kecurangan dengan nilai t sebesar 0.633 dan nilai signifikansi sebesar 0.530 (lebih besar dari 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proteksi yang di dapatkan oleh pegawai akan membuat keputusan pengungkapan kecurangan akan semakin tinggi. 
	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa proteksi dapat mempengaruhi keputusan pengungkapan kecurangan yang terjadi di BKAD Kabupaten Boalemo. Hal ini sejalan dengan teori pertukaran sosial dimana seorang pegawai telah merasa memiliki suatu hubungan yang mengikat dan berkomitmen terhadap organisasi tempat dimana dirinya bekerja. Bentuk komitmen ini ditunjukkan dengan melindungi organisasi dari tindakan pegawai lain yang dirasakan akan berdampak negative terhadap kelangsungan hidup organisasi dan sebagai bentuk timbal balik atas perlindungan individu kepada organisasi maka individu berharap organisasi dapat melindunginya dari ancaman dan juga intimidasi termasuk dari pegawai lain di organisasi tersebut dan orang yang diduga melakukan kecurangan ketika berniat untuk melakukan pembalasan. 
	Hasil penelitian untuk variabel proteksi di BKAD Kabupaten Boalemo yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pengungkapan kecurangan disebabkan oleh ketakutan yang dirasakan pegawai untuk mengungkapkan kecurangan karena memikirkan penderitaan pembalasan yang akan terjadi setelah adanya laporan tersebut. Akibatnya banyak pegawai yang tidak melaporkan adanya tindak kecurangan dan memilih diam dan tidak ingin menjadi whistleblower. 
	Dalam membantu meringankan rasa takut pembalasan dan mendorong pengungkapan ACFE (2012) merekomendasikan bahwa organisasi harus memberikan perlindungan anti pembalasan kepada pegawai (misalnya kehilangan pekerjaan atau promosi, bentuk pembalasan keuangan dan perlindungan dari pelecehan), selain jaminan kerahasiaan dan anonimitas dalam kebijakan hotline whistleblower. Perlindungan dari pembalasan sangatlah penting bagi whistleblower atas resiko yang akan dihadapinya. Karena tingginya tingkat kecurangan yang terjadi di sektor pemerintahan membuat whistleblowing menjadi suatu keharusan bagi setiap pegawai yang didukung oleh penyediaan sistem whistleblowing yang efektif sehingga dapat memudahkan pegawai dalam melaporkan kecurangan. 
	Di Indonesia, bentuk perlindungan bagi whistleblower dalam sistem paradilan pidana terdiri dari dua jenis yaitu pertama, perlindungan yang bersifat preventif dan kedua perlindungan yang bersifat represif (Kusuma Wardani, 2018). Perlindungan yang bersifat preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan dalam segi antisipasi dari segala tindakan atau risiko yang tidak diinginkan seperti pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi whistleblower dan kedua, perlindungan represif yaitu perlindungan yang berupa penerapan restorative justice yang termodifikasi dan mempunyai tujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat yang berkepentingan (stakeholder) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku. Dan untuk mendukung lahirnya whistleblower pemerintah telah mengeluarkan ketentuan mengenai perlindungan terhadap whistleblower yang secara garis besar tertuang pada Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang kemudian dilakukan perubahan dan tertuang pada UU RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban. 
	Implikasi dari hasil penelitian ini adalah proteksi yang tinggi harus diberikan kepada whistleblower untuk melindunginya dari ancaman dan intimidasi. Proteksi merupakan salah satu penghargaan oleh organisasi kepada pegawainya yang berani melaporkan tindakan yang dapat merugikan organisasi maka sudah seharusnya proteksi yang diberikan tidak hanya sebatas peraturan saja namun juga harus diimplementasikan dalam bentuk praktik tanpa memandang status pegawai yang berani mengungkapkan kecurangan.
	Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lara Fatma Sarni, Herlina Helmy dan Vita Fitria Sari (2020) yang menjelaskan bahwa pelapor yang mendapatkan proteksi yang tinggi akan lebih cenderung melakukan keputusan pengungkapan kecurangan dibandingkan dnegan pelapor yang mendapatkan proteksi rendah.
4.4.4 Moral Intention, Dukungan Atasan Dan Proteksi Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Keputusan Pengungkapan Kecurangan
	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel moral intention, dukungan atasan dan proteksi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengungkapan kecurangan (Y) dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 (lebih kecil dari 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pegawai untuk mengungkapkan kecurangan dipengaruhi oleh intensitas moralnya, adanya dukungan dari atasan dan adanya proteksi. 
	Pengungkapan kecurangan atau yang biasa disebut whistleblowing merupakan tindakan yang dilakukan oleh anggota atau organisasi atas praktik tidak bermoral dan tidak sah kepada orang atau lembaga yang mungkin dapat mempengaruhi tindakan. Whistleblowing ini dapat dipandang dari dua sisi yaitu whistleblowing dianggap sebagai bentuk penghianatan karena telah mengungkapkan masalah yang ada di dalam organisasi sehingga pegawai yang telah melakukan pengungkapan tersebut dianggap telah melanggar norma loyalitas organisasi. Dan yang kedua whistleblowing dianggap sebagai sesuatu yang positif karena telah melindungi nilai-nilai kebenaran yang lebih penting dari loyalitas kepada organisasi. Pandangan yang berbeda ini yang kemudian membuat seseorang yang akan mengungkapkan kecurangan menghadapi dilema etis dalam memutuskan apakah akan tetap mengungkapkan atau membiarkan kecurangan tersebut tetap terjadi. 
	Selain itu, pandangan dari pegawai yang memandang bahwa atasan berkontribusi terhadap kesejahteraan mereka karena atasan bertindak sebagai agen organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan mengevaluasi kinerja bawahannya memberikan kontribusi terhadap hubungan dukungan atasan dengan kinerja pegawai. Hal ini sesuai pernyataan dari Eisenberger et al (2010) yang menyatakan bahwa karyawan akan membentuk persepsi tentang kesamaan antara atasan dengan organisasi sebagai perwujudan dari organisasi pengawas (SOE/Supervisor Organization Embodiment). Jadi semakin besar SOE, maka akan semakin besar karyawan merasakan bahwa perlakuan yang diberikan atasan adalah sebagai perlakuan dari organisasi. Besarnya loyalitas pegawai terhadap organisasi di sisi lain membuat banyak pegawai merasakan ketakutan untuk mengungkapkan kecurangan karena bisa dianggap sebagai penghianat yang membongkar rahasia organisasi sekaligus merasa takut akan mendapatkan ancaman berupa penurunan pangkat, dipecat dan lain sebagainya. 
	Oleh karena itu untuk mengurangi rasa takut pegawai terhadap pembalasan dan meningkatkan kesediaan pegawai untuk mengungkapkan kecurangan, organisasi harus menyediakan proteksi dalam kebijakan hotline whistleblower. Yang artinya organisasi selain menyediakan saluran pelaporan, rahasia dan anonym juga harus memasukkan bentuk-bentuk proteksi khusus dari pembalasan seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan promosi dan lain sebagainya. Dengan demikian minat pegawai untuk mengungkapkan kecurangan dapat meningkat karena pegawai tidak perlu memikirkan tindakan balasan yang mungkin akan diterimanya.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh moral intention (X1), dukungan atasan (X2) dan proteksi (X3) terhadap keputusan pengungkapan kecurangan (Y) pada BKAD Kabupaten Boalemo. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Moral intention tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengungkapan kecurangan pada BKAD Kabupaten Boalemo. Hal ini disebabkan oleh adanya dilema etis pegawai dalam memutuskan untuk menjadi whistleblower atau tidak. Banyak pegawai yang tidak ingin mengambil risiko dengan melakukan whistleblowing dan memilih untuk diam dari pada melakukan whistleblowing.
2. Dukungan atasan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengungkapan kecurangan di BKAD Kabupaten Boalemo. semakin tinggi dukungan yang diberikan atasan maka akan berkontribusi terhadap minat pegawai untuk mengungkapkan kecurangan. Dengan adanya dukungan atasan, maka pegawai akan merasa aman untuk melaporkan kecurangan yang terjadi tanpa harus khawatir dan merasa takut akan ancaman di pecat atau dikeluarkan dari tim, tidak mendapatkan promosi, penurunan pangkat, sanksi professional dan lain sebagainya.
3. Proteksi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengungkapan kecurangan di BKAD Kabupaten Boalemo. Hal ini disebabkan oleh ketakutan yang dirasakan pegawai untuk mengungkapkan kecurangan karena memikirkan penderitaan pembalasan yang akan terjadi setelah adanya laporan tersebut. Akibatnya banyak pegawai yang tidak melaporkan adanya tindak kecurangan dan memilih diam dan tidak ingin menjadi whistleblower.
4. Moral intention, dukungan atasan dan proteksi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengungkapan kecurangan di BKAD Kabupaten Boalemo. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pegawai untuk mengungkapkan kecurangan dipengaruhi oleh intensitas moralnya, adanya dukungan dari atasan dan adanya proteksi. 
5.2 Saran
	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh moral intention, dukungan atasan dan proteksi terhadap keputusan pengungkapan kecurangan pada BKAD Kabupaten Boalemo, maka hal-hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut :
1. BKAD Kabupaten Boalemo diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap bawahan dalam keputusan mengungkap kecurangan agar dapat mendorong bawahan untuk berani dan mau mengungkapkan oknum yang terindikasi melakukan tindak kecurangan sehinga dapat meminimalisir tindakan kecurangan di sektor pemerintahan. 
2. BKAD Kabupaten Boalemo diharapkan dapat memberikan proteksi bagi whistleblower sehingga para pelapor memiliki perasaan aman dan nyaman serta tidak terbebani dalam mengungkap kecurangan.
3. Masing-masing pegawai di BKAD Kabupaten Boalemo diharapkan dapat meningkatkan kesadaran diri agar tidak bersikap oportunistik dan lebih fokus pada tugas pokok dan fungsi masing-masing
4. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan model penelitian lain dengan menambahkan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini misalnya seperti kultur sebagai variabel moderasi. 
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1. Moral Intention
Petunjuk :
Untuk jawaban nomor 1 sampai dengan 6 di halaman berikut saudara diberikan kasus yang tidak terjadi sebenarnya. Berikan jawaban yang menurut saudara paling sesuai.
Kasus :
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Nilailah keputusan pimpinan tempat bapak/ibu bekerja bila kondisi yang dihadapi anda terjadi di tempat bapak/ibu bekerja.




	No
	Pernyataan

	1
	Pimpinan menyusun laporan keuangan seperti yang sebenarnya karena pimpinan takut resiko yang dapat terjadi
a. Sangat Tidak Setuju
b. Tidak Setuju
c. Kurang Setuju
d. Setuju
e. Sangat Setuju

	2
	Pimpinan menyusun laporan keuangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan tidak memikirkan dampak pada penilaian kinerjanya
a. Sangat Tidak Setuju
b. Tidak Setuju
c. Kurang Setuju
d. Setuju
e. Sangat Setuju

	3
	Pimpinan menyelesaikan laporan keuangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya namun tetap berupaya agar hal tersebut tidak merugikan organisasi maupun masyarakat
a. Sangat Tidak Setuju
b. Tidak Setuju
c. Kurang Setuju
d. Setuju
e. Sangat Setuju

	4
	Pimpinan menyusun laporan keuangan dengan kondisi yang sebenarnya meskipun adanya ketidaksesuaian data sudah menjadi kelaziman di organisasinya
a. Sangat Tidak Setuju
b. Tidak Setuju
c. Kurang Setuju
d. Setuju
e. Sangat Setuju

	5
	Pimpinan memerintahkan untuk menyusun laporan keuangan sesuai kondisi yang sebenarnya untuk kepentingan masyarakat
a. Sangat Tidak Setuju
b. Tidak Setuju
c. Kurang Setuju
d. Setuju
e. Sangat Setuju

	6
	Pimpinan menyelesaikan laporan keuangan dengan mengoreksi akun saldo yang salah untuk kepentingan organisasi dan masyarakat
a. Sangat Tidak Setuju
b. Tidak Setuju
c. Kurang Setuju
d. Setuju
e. Sangat Setuju




2. Dukungan Atasan
	No
	Pernyataan

	1
	Atasan saya memiliki penghormatan yang tinggi kepada pegawai
a. Sangat Tidak Setuju
b. Tidak Setuju
c. Kurang Setuju
d. Setuju
e. Sangat Setuju

	2

	Atasan saya mendengarkan dan menghargai opini saya dan pegawai lain
a. Sangat Tidak Setuju
b. Tidak Setuju
c. Kurang Setuju
d. Setuju
e. Sangat Setuju

	3
	Atasan saya perhatian kepada laporan saya
a. Sangat Tidak Setuju
b. Tidak Setuju
c. Kurang Setuju
d. Setuju
e. Sangat Setuju

	4
	Jika saya melaporkan kecurangan/korupsi yang terjadi dalam organisasi tempat saya bekerja, atasan akan mendukung saya
a. Sangat Tidak Setuju
b. Tidak Setuju
c. Kurang Setuju
d. Setuju
e. Sangat Setuju

	5
	Jika saya melaporkan kecurangan/korupsi yang terjadi, atasan tidak akan menonaktifkan saya
a. Sangat Tidak Setuju
b. Tidak Setuju
c. Kurang Setuju
d. Setuju
e. Sangat Setuju



3. Proteksi
	No
	Pernyataan

	1
	Jika saya melaporkan fraud atau wrongdoing yang terjadi dalam organisasi tempat saya bekerja, saya akan mendapatkan perlindungan dari ancaman pembalasan
a. Sangat Tidak Setuju
b. Tidak Setuju
c. Kurang Setuju
d. Setuju
e. Sangat Setuju

	2

	Jika saya melaporkan fraud atau wrongdoing yang terjadi dalam organisasi tempat saya bekerja saya akan mendapat jaminan keamanan diri, harta dan keluarga
a. Sangat Tidak Setuju
b. Tidak Setuju
c. Kurang Setuju
d. Setuju
e. Sangat Setuju

	3
	Jika saya melaporkan fraud yang terjadi dalam organisasi tempat saya bekerja saya tidak akan mendapatkan tuntutan hukum
a. Sangat Tidak Setuju
b. Tidak Setuju
c. Kurang Setuju
d. Setuju
e. Sangat Setuju

	4
	Saya akan mendapatkan perlindungan dari ancaman pembalasan jika saya melaporkan kecurangan/korupsi yang terjadi
a. Sangat Tidak Setuju
b. Tidak Setuju
c. Kurang Setuju
d. Setuju
e. Sangat Setuju

	5
	Saya akan mendapatkan jaminan keamanan diri, harta dan keluarga jika saya melaporkan kecurangan/korupsi yang terjadi
a. Sangat Tidak Setuju
b. Tidak Setuju
c. Kurang Setuju
d. Setuju
e. Sangat Setuju



4. 	Keputusan Pengungkapan Kecurangan (Whistleblowing)
	No
	Pernyataan

	1
	Jika saya mengetahui adanya fraud atau korupsi yang terjadi di instansi tempat saya bekerja, saya berminat untuk melakukan tindakan whistleblowing
a. Sangat Tidak Setuju
b. Tidak Setuju
c. Kurang Setuju
d. Setuju
e. Sangat Setuju

	2
	Saya tertarik dengan berbagai hal yang menyangkut pengungkapan perilaku kecurangan (whistleblowing)
a. Sangat Tidak Setuju
b. Tidak Setuju
c. Kurang Setuju
d. Setuju
e. Sangat Setuju

	3
	Saya berniat menjadi orang yang mengungkapkan kecurangan atau penyimpangan
a. Sangat Tidak Setuju
b. Tidak Setuju
c. Kurang Setuju
d. Setuju
e. Sangat Setuju

	4
	Saya bangga menjadi orang yang mengungkapkan kecurangan atau penyimpangan
a. Sangat Tidak Setuju
b. Tidak Setuju
c. Kurang Setuju
d. Setuju
e. Sangat Setuju

	5

	Saya akan mencoba melakukan tindakan whistleblowing jika mengetahui adanya fraud atau korupsi yang terjadi di instansi tempat saya bekerja
a. Sangat Tidak Setuju
b. Tidak Setuju
c. Kurang Setuju
d. Setuju
e. Sangat Setuju

	6
	Saya berencana melakukan tindakan whistleblowing untuk mengungkapkan fraud atau korupsi yang terjadi di instansi apabila saya mengetahui
a. Sangat Tidak Setuju
b. Tidak Setuju
c. Kurang Setuju
d. Setuju
e. Sangat Setuju

	7
	Jika atasan saya menolak bekerja sama dalam mengungkapkan penyimpangan maka saya akan membatalkan rencana untuk melakukan tindakan pengungkapan penyimpangan
a. Sangat Tidak Setuju
b. Tidak Setuju
c. Kurang Setuju
d. Setuju
e. Sangat Setuju

	8
	Jika saya mengetahui adanya fraud atau korupsi yang terjadi di instansi saya akan berusaha keras melakukan tindakan whistleblowing melalui saluran internal instansi (internal whistleblowing)
a. Sangat Tidak Setuju
b. Tidak Setuju
c. Kurang Setuju
d. Setuju
e. Sangat Setuju

	9
	Jika internal whistleblowing tidak memungkinkan, saya akan berusaha keras untuk melakukan tindakan whistleblowing melalui saluran eksternal instansi
a. Sangat Tidak Setuju
b. Tidak Setuju
c. Kurang Setuju
d. Setuju
e. Sangat Setuju

	10
	Saya akan melakukan segala cara untuk menegakkan kebenaran dengan menjadi orang yang mengungkapkan kecurangan atau penyimpangan
a. Sangat Tidak Setuju
b. Tidak Setuju
c. Kurang Setuju
d. Setuju
e. Sangat Setuju
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	5.00
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	5.00
	3.00
	5.00
	5.00

	2.00
	4.00
	4.00
	2.00
	4.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	3.00
	5.00
	5.00

	4.00
	3.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	5.00
	3.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	3.00
	5.00
	5.00

	4.00
	3.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	5.00
	4.00
	5.00
	3.00
	5.00
	5.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	5.00
	3.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	3.00
	4.00
	3.00
	4.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	2.00
	5.00
	5.00

	5.00
	5.00
	5.00
	3.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	5.00
	3.00
	5.00
	4.00

	4.00
	4.00
	5.00
	3.00
	5.00
	4.00

	4.00
	4.00
	5.00
	3.00
	5.00
	4.00

	5.00
	4.00
	5.00
	3.00
	5.00
	4.00

	4.00
	5.00
	5.00
	3.00
	5.00
	4.00

	4.00
	4.00
	5.00
	3.00
	5.00
	5.00

	5.00
	5.00
	4.00
	3.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	5.00
	3.00
	5.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	3.00
	5.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	3.00
	5.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	3.00
	5.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	3.00
	5.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	3.00
	5.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	3.00
	5.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	3.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	2.00
	4.00
	4.00

	5.00
	4.00
	4.00
	3.00
	5.00
	5.00

	5.00
	5.00
	5.00
	3.00
	5.00
	5.00

	4.00
	5.00
	5.00
	3.00
	4.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	3.00
	4.00
	5.00

	5.00
	5.00
	5.00
	3.00
	5.00
	5.00

	4.00
	5.00
	5.00
	3.00
	4.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	3.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	5.00
	3.00
	5.00
	5.00

	5.00
	5.00
	5.00
	3.00
	4.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	3.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	3.00
	5.00
	4.00

	4.00
	5.00
	5.00
	2.00
	5.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	3.00
	5.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	3.00
	5.00
	4.00

	3.00
	4.00
	3.00
	1.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	3.00
	5.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	3.00
	5.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	3.00
	5.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	3.00
	5.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	3.00
	5.00
	4.00



TABULASI DATA X2
	DA1
	DA2
	DA3
	DA4
	DA5

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	5.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	5.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	5.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	5.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	3.00
	4.00
	5.00
	4.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	5.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	5.00
	5.00
	4.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00



TABULASI DATA X3
	P1
	P2
	P3
	P4
	P5

	4.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	5.00
	5.00
	4.00
	5.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	2.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	5.00
	4.00
	5.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	5.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00



TABULASI DATA Y
	KPK1
	KPK2
	KPK3
	KPK4
	KPK5
	KPK6
	KPK7
	KPK8
	KPK9
	KPK10

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	5.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	5.00
	4.00
	4.00
	4.00
	5.00

	4.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	4.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	5.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	2.00
	3.00
	3.00
	3.00
	4.00
	2.00
	4.00
	2.00
	3.00

	4.00
	4.00
	5.00
	5.00
	5.00
	4.00
	4.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	5.00

	4.00
	4.00
	5.00
	5.00
	5.00
	4.00
	4.00
	5.00
	5.00
	5.00

	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	4.00
	3.00
	3.00

	4.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	4.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	4.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	3.00
	3.00
	2.00
	3.00
	4.00
	3.00
	4.00
	3.00
	3.00

	4.00
	4.00
	5.00
	5.00
	5.00
	4.00
	4.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	5.00
	5.00
	5.00
	4.00
	4.00
	5.00
	5.00
	5.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	4.00
	5.00
	5.00
	5.00
	4.00
	4.00
	5.00
	4.00
	4.00
	5.00

	4.00
	4.00
	5.00
	5.00
	5.00
	4.00
	4.00
	5.00
	5.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	5.00
	4.00
	4.00
	5.00
	5.00

	3.00
	4.00
	4.00
	3.00
	4.00
	3.00
	4.00
	4.00
	3.00
	4.00

	3.00
	4.00
	4.00
	3.00
	4.00
	3.00
	4.00
	4.00
	3.00
	4.00

	2.00
	4.00
	4.00
	3.00
	4.00
	3.00
	4.00
	4.00
	3.00
	4.00

	3.00
	4.00
	4.00
	3.00
	4.00
	3.00
	4.00
	4.00
	3.00
	4.00

	3.00
	5.00
	5.00
	3.00
	4.00
	3.00
	5.00
	4.00
	3.00
	4.00

	3.00
	5.00
	5.00
	3.00
	4.00
	3.00
	5.00
	4.00
	3.00
	4.00

	3.00
	4.00
	5.00
	3.00
	5.00
	3.00
	3.00
	4.00
	3.00
	4.00

	3.00
	5.00
	5.00
	3.00
	4.00
	3.00
	3.00
	5.00
	3.00
	4.00

	3.00
	4.00
	4.00
	3.00
	5.00
	3.00
	3.00
	4.00
	3.00
	4.00

	3.00
	4.00
	4.00
	3.00
	4.00
	3.00
	3.00
	4.00
	3.00
	3.00

	3.00
	4.00
	4.00
	3.00
	4.00
	3.00
	3.00
	4.00
	3.00
	4.00

	3.00
	4.00
	4.00
	3.00
	4.00
	3.00
	3.00
	4.00
	3.00
	4.00

	3.00
	4.00
	4.00
	3.00
	4.00
	3.00
	3.00
	4.00
	3.00
	4.00

	3.00
	4.00
	4.00
	3.00
	4.00
	3.00
	3.00
	4.00
	3.00
	4.00

	2.00
	5.00
	5.00
	2.00
	5.00
	2.00
	2.00
	5.00
	3.00
	4.00

	2.00
	4.00
	4.00
	2.00
	4.00
	2.00
	2.00
	4.00
	2.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	2.00
	4.00
	3.00
	3.00
	4.00
	3.00
	4.00

	3.00
	5.00
	5.00
	3.00
	5.00
	3.00
	4.00
	5.00
	3.00
	4.00

	3.00
	5.00
	5.00
	3.00
	4.00
	3.00
	3.00
	4.00
	3.00
	4.00

	3.00
	4.00
	4.00
	3.00
	5.00
	3.00
	3.00
	4.00
	3.00
	4.00

	3.00
	5.00
	4.00
	3.00
	5.00
	3.00
	3.00
	4.00
	3.00
	4.00

	3.00
	4.00
	4.00
	3.00
	4.00
	3.00
	3.00
	5.00
	3.00
	4.00

	3.00
	4.00
	4.00
	3.00
	4.00
	3.00
	3.00
	4.00
	3.00
	4.00

	3.00
	5.00
	5.00
	3.00
	4.00
	3.00
	3.00
	4.00
	3.00
	4.00

	3.00
	4.00
	4.00
	3.00
	4.00
	3.00
	3.00
	4.00
	3.00
	4.00

	3.00
	4.00
	5.00
	3.00
	4.00
	3.00
	3.00
	4.00
	3.00
	4.00

	3.00
	4.00
	4.00
	3.00
	4.00
	3.00
	3.00
	4.00
	3.00
	4.00

	3.00
	4.00
	4.00
	4.00
	2.00
	2.00
	3.00
	2.00
	2.00
	4.00

	3.00
	4.00
	4.00
	3.00
	4.00
	3.00
	3.00
	4.00
	3.00
	4.00

	4.00
	5.00
	5.00
	4.00
	4.00
	4.00
	2.00
	4.00
	3.00
	4.00

	3.00
	4.00
	4.00
	3.00
	4.00
	3.00
	3.00
	4.00
	3.00
	4.00

	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	3.00
	3.00
	4.00
	3.00

	3.00
	4.00
	4.00
	3.00
	4.00
	3.00
	3.00
	4.00
	3.00
	4.00

	3.00
	4.00
	4.00
	3.00
	4.00
	3.00
	3.00
	4.00
	3.00
	4.00

	3.00
	4.00
	4.00
	3.00
	4.00
	3.00
	3.00
	4.00
	3.00
	4.00

	3.00
	4.00
	4.00
	3.00
	4.00
	3.00
	3.00
	4.00
	3.00
	4.00

	3.00
	4.00
	4.00
	3.00
	4.00
	3.00
	3.00
	4.00
	3.00
	4.00



DESKRIPTIF X1

	Statistics

	
	MI1
	MI2
	MI3
	MI4
	MI5
	MI6

	N
	Valid
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	
	Missing
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Mean
	4.2500
	4.2833
	4.4833
	2.9833
	4.6833
	4.3500

	Median
	4.0000
	4.0000
	4.5000
	3.0000
	5.0000
	4.0000

	Std. Deviation
	.79458
	.61318
	.53652
	.65073
	.46910
	.48099

	Variance
	.631
	.376
	.288
	.423
	.220
	.231

	Minimum
	2.00
	3.00
	3.00
	1.00
	4.00
	4.00

	Maximum
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	Sum
	255.00
	257.00
	269.00
	179.00
	281.00
	261.00




Frequency Table


	MI1

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	2.00
	4
	6.7
	6.7
	6.7

	
	3.00
	1
	1.7
	1.7
	8.3

	
	4.00
	31
	51.7
	51.7
	60.0

	
	5.00
	24
	40.0
	40.0
	100.0

	
	Total
	60
	100.0
	100.0
	






	MI2

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	3.00
	5
	8.3
	8.3
	8.3

	
	4.00
	33
	55.0
	55.0
	63.3

	
	5.00
	22
	36.7
	36.7
	100.0

	
	Total
	60
	100.0
	100.0
	




	MI3

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	3.00
	1
	1.7
	1.7
	1.7

	
	4.00
	29
	48.3
	48.3
	50.0

	
	5.00
	30
	50.0
	50.0
	100.0

	
	Total
	60
	100.0
	100.0
	




	MI4

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	1.00
	1
	1.7
	1.7
	1.7

	
	2.00
	8
	13.3
	13.3
	15.0

	
	3.00
	44
	73.3
	73.3
	88.3

	
	4.00
	5
	8.3
	8.3
	96.7

	
	5.00
	2
	3.3
	3.3
	100.0

	
	Total
	60
	100.0
	100.0
	




	MI5

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	4.00
	19
	31.7
	31.7
	31.7

	
	5.00
	41
	68.3
	68.3
	100.0

	
	Total
	60
	100.0
	100.0
	




	MI6

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	4.00
	39
	65.0
	65.0
	65.0

	
	5.00
	21
	35.0
	35.0
	100.0

	
	Total
	60
	100.0
	100.0
	



DESKRIPTIF X2

	Statistics

	
	DA1
	DA2
	DA3
	DA4
	DA5

	N
	Valid
	60
	60
	60
	60
	60

	
	Missing
	0
	0
	0
	0
	0

	Mean
	4.3500
	4.3667
	4.3667
	4.4333
	4.3500

	Median
	4.0000
	4.0000
	4.0000
	4.0000
	4.0000

	Std. Deviation
	.51503
	.48596
	.48596
	.49972
	.48099

	Variance
	.265
	.236
	.236
	.250
	.231

	Minimum
	3.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00

	Maximum
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	Sum
	261.00
	262.00
	262.00
	266.00
	261.00



Frequency Table


	DA1

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	3.00
	1
	1.7
	1.7
	1.7

	
	4.00
	37
	61.7
	61.7
	63.3

	
	5.00
	22
	36.7
	36.7
	100.0

	
	Total
	60
	100.0
	100.0
	




	DA2

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	4.00
	38
	63.3
	63.3
	63.3

	
	5.00
	22
	36.7
	36.7
	100.0

	
	Total
	60
	100.0
	100.0
	




	DA3

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	4.00
	38
	63.3
	63.3
	63.3

	
	5.00
	22
	36.7
	36.7
	100.0

	
	Total
	60
	100.0
	100.0
	




	DA4

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	4.00
	34
	56.7
	56.7
	56.7

	
	5.00
	26
	43.3
	43.3
	100.0

	
	Total
	60
	100.0
	100.0
	




	DA5

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	4.00
	39
	65.0
	65.0
	65.0

	
	5.00
	21
	35.0
	35.0
	100.0

	
	Total
	60
	100.0
	100.0
	




DESKRIPTIF X3
	Statistics

	
	P1
	P2
	P3
	P4
	P5

	N
	Valid
	60
	60
	60
	60
	60

	
	Missing
	0
	0
	0
	0
	0

	Mean
	4.3333
	4.3667
	4.3333
	4.3833
	4.3500

	Median
	4.0000
	4.0000
	4.0000
	4.0000
	4.0000

	Std. Deviation
	.57244
	.60971
	.60132
	.61318
	.60576

	Variance
	.328
	.372
	.362
	.376
	.367

	Minimum
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00

	Maximum
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	Sum
	260.00
	262.00
	260.00
	263.00
	261.00




Frequency Table

	P1

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	2.00
	1
	1.7
	1.7
	1.7

	
	4.00
	37
	61.7
	61.7
	63.3

	
	5.00
	22
	36.7
	36.7
	100.0

	
	Total
	60
	100.0
	100.0
	




	P2

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	2.00
	1
	1.7
	1.7
	1.7

	
	3.00
	1
	1.7
	1.7
	3.3

	
	4.00
	33
	55.0
	55.0
	58.3

	
	5.00
	25
	41.7
	41.7
	100.0

	
	Total
	60
	100.0
	100.0
	




	P3

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	2.00
	1
	1.7
	1.7
	1.7

	
	3.00
	1
	1.7
	1.7
	3.3

	
	4.00
	35
	58.3
	58.3
	61.7

	
	5.00
	23
	38.3
	38.3
	100.0

	
	Total
	60
	100.0
	100.0
	




	P4

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	2.00
	1
	1.7
	1.7
	1.7

	
	3.00
	1
	1.7
	1.7
	3.3

	
	4.00
	32
	53.3
	53.3
	56.7

	
	5.00
	26
	43.3
	43.3
	100.0

	
	Total
	60
	100.0
	100.0
	




	P5

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	2.00
	1
	1.7
	1.7
	1.7

	
	3.00
	1
	1.7
	1.7
	3.3

	
	4.00
	34
	56.7
	56.7
	60.0

	
	5.00
	24
	40.0
	40.0
	100.0

	
	Total
	60
	100.0
	100.0
	




DESKRIPTIF Y

	Statistics

	
	KPK1
	KPK2
	KPK3
	KPK4
	KPK5
	KPK6
	KPK7

	N
	Valid
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	
	Missing
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Mean
	3.4167
	4.2000
	4.3167
	3.5167
	4.2000
	3.4500
	3.5333

	Median
	3.0000
	4.0000
	4.0000
	3.0000
	4.0000
	3.0000
	3.0000

	Std. Deviation
	.67124
	.57637
	.56723
	.89237
	.60506
	.74618
	.83294

	Variance
	.451
	.332
	.322
	.796
	.366
	.557
	.694

	Minimum
	2.00
	2.00
	3.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00

	Maximum
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	Sum
	205.00
	252.00
	259.00
	211.00
	252.00
	207.00
	212.00



	Statistics

	
	KPK8
	KPK9
	KPK10

	N
	Valid
	60
	60
	60

	
	Missing
	0
	0
	0

	Mean
	4.2000
	3.5000
	4.1667

	Median
	4.0000
	3.0000
	4.0000

	Std. Deviation
	.54617
	.87333
	.55744

	Variance
	.298
	.763
	.311

	Minimum
	2.00
	2.00
	3.00

	Maximum
	5.00
	5.00
	5.00

	Sum
	252.00
	210.00
	250.00



Frequency Table

	KPK1

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	2.00
	3
	5.0
	5.0
	5.0

	
	3.00
	32
	53.3
	53.3
	58.3

	
	4.00
	22
	36.7
	36.7
	95.0

	
	5.00
	3
	5.0
	5.0
	100.0

	
	Total
	60
	100.0
	100.0
	




	KPK2

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	2.00
	1
	1.7
	1.7
	1.7

	
	3.00
	2
	3.3
	3.3
	5.0

	
	4.00
	41
	68.3
	68.3
	73.3

	
	5.00
	16
	26.7
	26.7
	100.0

	
	Total
	60
	100.0
	100.0
	




	KPK3

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	3.00
	3
	5.0
	5.0
	5.0

	
	4.00
	35
	58.3
	58.3
	63.3

	
	5.00
	22
	36.7
	36.7
	100.0

	
	Total
	60
	100.0
	100.0
	




	KPK4

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	2.00
	4
	6.7
	6.7
	6.7

	
	3.00
	33
	55.0
	55.0
	61.7

	
	4.00
	11
	18.3
	18.3
	80.0

	
	5.00
	12
	20.0
	20.0
	100.0

	
	Total
	60
	100.0
	100.0
	




	KPK5

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	2.00
	1
	1.7
	1.7
	1.7

	
	3.00
	3
	5.0
	5.0
	6.7

	
	4.00
	39
	65.0
	65.0
	71.7

	
	5.00
	17
	28.3
	28.3
	100.0

	
	Total
	60
	100.0
	100.0
	




	KPK6

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	2.00
	3
	5.0
	5.0
	5.0

	
	3.00
	33
	55.0
	55.0
	60.0

	
	4.00
	18
	30.0
	30.0
	90.0

	
	5.00
	6
	10.0
	10.0
	100.0

	
	Total
	60
	100.0
	100.0
	




	KPK7

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	2.00
	4
	6.7
	6.7
	6.7

	
	3.00
	29
	48.3
	48.3
	55.0

	
	4.00
	18
	30.0
	30.0
	85.0

	
	5.00
	9
	15.0
	15.0
	100.0

	
	Total
	60
	100.0
	100.0
	




	KPK8

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	2.00
	1
	1.7
	1.7
	1.7

	
	3.00
	1
	1.7
	1.7
	3.3

	
	4.00
	43
	71.7
	71.7
	75.0

	
	5.00
	15
	25.0
	25.0
	100.0

	
	Total
	60
	100.0
	100.0
	




	KPK9

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	2.00
	3
	5.0
	5.0
	5.0

	
	3.00
	36
	60.0
	60.0
	65.0

	
	4.00
	9
	15.0
	15.0
	80.0

	
	5.00
	12
	20.0
	20.0
	100.0

	
	Total
	60
	100.0
	100.0
	




	KPK10

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	3.00
	5
	8.3
	8.3
	8.3

	
	4.00
	40
	66.7
	66.7
	75.0

	
	5.00
	15
	25.0
	25.0
	100.0

	
	Total
	60
	100.0
	100.0
	



VALIDITAS X1
	Correlations

	
	MI1
	MI2
	MI3
	MI4
	MI5
	MI6

	MI1
	Pearson Correlation
	1
	.470**
	.532**
	.466**
	.288*
	.584**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.000
	.000
	.000
	.026
	.000

	
	N
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	MI2
	Pearson Correlation
	.470**
	1
	.652**
	-.110
	.317*
	.577**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	
	.000
	.403
	.013
	.000

	
	N
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	MI3
	Pearson Correlation
	.532**
	.652**
	1
	.154
	.418**
	.577**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	
	.240
	.001
	.000

	
	N
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	MI4
	Pearson Correlation
	.466**
	-.110
	.154
	1
	.083
	.161

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.403
	.240
	
	.530
	.218

	
	N
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	MI5
	Pearson Correlation
	.288*
	.317*
	.418**
	.083
	1
	.349**

	
	Sig. (2-tailed)
	.026
	.013
	.001
	.530
	
	.006

	
	N
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	MI6
	Pearson Correlation
	.584**
	.577**
	.577**
	.161
	.349**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.218
	.006
	

	
	N
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	TMI
	Pearson Correlation
	.818**
	.708**
	.807**
	.433**
	.579**
	.782**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.001
	.000
	.000

	
	N
	60
	60
	60
	60
	60
	60



	Correlations

	
	TMI

	MI1
	Pearson Correlation
	.818**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000

	
	N
	60

	MI2
	Pearson Correlation
	.708**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000

	
	N
	60

	MI3
	Pearson Correlation
	.807**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000

	
	N
	60

	MI4
	Pearson Correlation
	.433**

	
	Sig. (2-tailed)
	.001

	
	N
	60

	MI5
	Pearson Correlation
	.579**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000

	
	N
	60

	MI6
	Pearson Correlation
	.782**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000

	
	N
	60

	TMI
	Pearson Correlation
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	

	
	N
	60



VALIDITAS X2
	Correlations

	
	DA1
	DA2
	DA3
	DA4
	DA5
	TDA

	DA1
	Pearson Correlation
	1
	.953**
	.805**
	.709**
	.852**
	.935**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000

	
	N
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	DA2
	Pearson Correlation
	.953**
	1
	.928**
	.731**
	.892**
	.974**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	
	.000
	.000
	.000
	.000

	
	N
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	DA3
	Pearson Correlation
	.805**
	.928**
	1
	.661**
	.819**
	.910**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	
	.000
	.000
	.000

	
	N
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	DA4
	Pearson Correlation
	.709**
	.731**
	.661**
	1
	.839**
	.852**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	
	.000
	.000

	
	N
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	DA5
	Pearson Correlation
	.852**
	.892**
	.819**
	.839**
	1
	.952**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	
	.000

	
	N
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	TDA
	Pearson Correlation
	.935**
	.974**
	.910**
	.852**
	.952**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	

	
	N
	60
	60
	60
	60
	60
	60



VALIDITAS X3
	Correlations

	
	P1
	P2
	P3
	P4
	P5
	TP

	P1
	Pearson Correlation
	1
	.813**
	.807**
	.789**
	.781**
	.877**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000

	
	N
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	P2
	Pearson Correlation
	.813**
	1
	.948**
	.974**
	.920**
	.976**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	
	.000
	.000
	.000
	.000

	
	N
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	P3
	Pearson Correlation
	.807**
	.948**
	1
	.924**
	.973**
	.976**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	
	.000
	.000
	.000

	
	N
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	P4
	Pearson Correlation
	.789**
	.974**
	.924**
	1
	.949**
	.972**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	
	.000
	.000

	
	N
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	P5
	Pearson Correlation
	.781**
	.920**
	.973**
	.949**
	1
	.970**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	
	.000

	
	N
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	TP
	Pearson Correlation
	.877**
	.976**
	.976**
	.972**
	.970**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	

	
	N
	60
	60
	60
	60
	60
	60






VALIDITAS Y
	Correlations

	
	KPK1
	KPK2
	KPK3
	KPK4
	KPK5
	KPK6
	KPK7
	KPK8

	KPK1
	Pearson Correlation
	1
	.103
	.213
	.736**
	.247
	.901**
	.553**
	.322*

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.435
	.102
	.000
	.057
	.000
	.000
	.012

	
	N
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	KPK2
	Pearson Correlation
	.103
	1
	.797**
	.282*
	.524**
	.068
	.413**
	.393**

	
	Sig. (2-tailed)
	.435
	
	.000
	.029
	.000
	.607
	.001
	.002

	
	N
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	KPK3
	Pearson Correlation
	.213
	.797**
	1
	.479**
	.677**
	.167
	.439**
	.584**

	
	Sig. (2-tailed)
	.102
	.000
	
	.000
	.000
	.202
	.000
	.000

	
	N
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	KPK4
	Pearson Correlation
	.736**
	.282*
	.479**
	1
	.429**
	.728**
	.681**
	.396**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.029
	.000
	
	.001
	.000
	.000
	.002

	
	N
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	KPK5
	Pearson Correlation
	.247
	.524**
	.677**
	.429**
	1
	.274*
	.389**
	.720**

	
	Sig. (2-tailed)
	.057
	.000
	.000
	.001
	
	.034
	.002
	.000

	
	N
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	KPK6
	Pearson Correlation
	.901**
	.068
	.167
	.728**
	.274*
	1
	.586**
	.343**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.607
	.202
	.000
	.034
	
	.000
	.007

	
	N
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	KPK7
	Pearson Correlation
	.553**
	.413**
	.439**
	.681**
	.389**
	.586**
	1
	.390**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.001
	.000
	.000
	.002
	.000
	
	.002

	
	N
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	KPK8
	Pearson Correlation
	.322*
	.393**
	.584**
	.396**
	.720**
	.343**
	.390**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.012
	.002
	.000
	.002
	.000
	.007
	.002
	

	
	N
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	KPK9
	Pearson Correlation
	.732**
	.308*
	.487**
	.807**
	.620**
	.789**
	.726**
	.593**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.017
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000

	
	N
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	KPK10
	Pearson Correlation
	.471**
	.468**
	.588**
	.674**
	.575**
	.482**
	.631**
	.532**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000

	
	N
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	TKPK
	Pearson Correlation
	.715**
	.573**
	.716**
	.837**
	.720**
	.723**
	.782**
	.695**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000

	
	N
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60



	Correlations

	
	KPK9
	KPK10
	TKPK

	KPK1
	Pearson Correlation
	.732**
	.471**
	.715**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000

	
	N
	60
	60
	60

	KPK2
	Pearson Correlation
	.308*
	.468**
	.573**

	
	Sig. (2-tailed)
	.017
	.000
	.000

	
	N
	60
	60
	60

	KPK3
	Pearson Correlation
	.487**
	.588**
	.716**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000

	
	N
	60
	60
	60

	KPK4
	Pearson Correlation
	.807**
	.674**
	.837**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000

	
	N
	60
	60
	60

	KPK5
	Pearson Correlation
	.620**
	.575**
	.720**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000

	
	N
	60
	60
	60

	KPK6
	Pearson Correlation
	.789**
	.482**
	.723**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000

	
	N
	60
	60
	60

	KPK7
	Pearson Correlation
	.726**
	.631**
	.782**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000

	
	N
	60
	60
	60

	KPK8
	Pearson Correlation
	.593**
	.532**
	.695**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000

	
	N
	60
	60
	60

	KPK9
	Pearson Correlation
	1
	.698**
	.907**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.000
	.000

	
	N
	60
	60
	60

	KPK10
	Pearson Correlation
	.698**
	1
	.816**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	
	.000

	
	N
	60
	60
	60

	TKPK
	Pearson Correlation
	.907**
	.816**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	

	
	N
	60
	60
	60


RELIABILITAS X1

	Case Processing Summary

	
	N
	%

	Cases
	Valid
	60
	100.0

	
	Excludeda
	0
	.0

	
	Total
	60
	100.0



	a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.




	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.772
	7



RELIABILITAS X2

	Case Processing Summary

	
	N
	%

	Cases
	Valid
	60
	100.0

	
	Excludeda
	0
	.0

	
	Total
	60
	100.0



	a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.




	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.830
	6



RELIABILITAS X3

	Case Processing Summary

	
	N
	%

	Cases
	Valid
	60
	100.0

	
	Excludeda
	0
	.0

	
	Total
	60
	100.0



	a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.





	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.834
	6




RELIABILITAS Y

	Case Processing Summary

	
	N
	%

	Cases
	Valid
	60
	100.0

	
	Excludeda
	0
	.0

	
	Total
	60
	100.0



	a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.




	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.776
	11



NORMALITAS DATA
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MULTIKOLONIERITAS
	Coefficientsa

	Model
	Correlations

	
	Partial
	Part
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	
	
	
	

	
	TMI
	.120
	.091
	.522
	1.914

	
	TDA
	.436
	.367
	.507
	1.971

	
	TP
	.084
	.064
	.644
	1.554









HETEROSKEDASTISITAS
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REGRESI LINIER BERGANDA
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.
	Correlations

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	
	Zero-order

	1
	(Constant)
	16.067
	3.637
	
	4.417
	.000
	

	
	TMI
	.240
	.267
	.126
	.901
	.372
	.508

	
	TDA
	.920
	.253
	.515
	3.630
	.001
	.642

	
	TP
	.130
	.205
	.080
	.633
	.530
	.432



UJI F
	ANOVAa

	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	1097.551
	3
	365.850
	14.012
	.000b

	
	Residual
	1462.140
	56
	26.110
	
	

	
	Total
	2559.691
	59
	
	
	



	a. Dependent Variable: TKPK

	b. Predictors: (Constant), TP, TMI, TDA



UJI R2

	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Change Statistics

	
	
	
	
	
	R Square Change
	F Change
	df1

	1
	.655a
	.429
	.398
	5.110
	.429
	14.012
	3



Konversi Data Ordinal Ke Interval
	Succesive Interval

	MI1
	MI2
	MI3
	MI4
	MI5
	MI6
	TMI

	3.905
	2.434
	2.747
	3.538
	1.000
	1.000
	14.625

	3.905
	3.866
	4.285
	3.538
	2.645
	2.628
	20.868

	1.000
	2.434
	2.747
	2.049
	1.000
	1.000
	10.231

	3.905
	3.866
	4.285
	3.538
	2.645
	2.628
	20.868

	1.000
	2.434
	2.747
	2.049
	1.000
	1.000
	10.231

	3.905
	3.866
	4.285
	3.538
	2.645
	2.628
	20.868

	2.489
	2.434
	4.285
	2.049
	2.645
	1.000
	14.902

	3.905
	3.866
	4.285
	3.538
	2.645
	2.628
	20.868

	1.000
	2.434
	2.747
	2.049
	1.000
	1.000
	10.231

	3.905
	3.866
	4.285
	3.538
	2.645
	2.628
	20.868

	1.000
	2.434
	2.747
	2.049
	1.000
	1.000
	10.231

	3.905
	3.866
	4.285
	3.538
	2.645
	2.628
	20.868

	2.489
	1.000
	2.747
	4.949
	1.000
	1.000
	13.186

	3.905
	3.866
	4.285
	5.714
	2.645
	2.628
	23.044

	3.905
	1.000
	2.747
	4.949
	1.000
	1.000
	14.602

	3.905
	3.866
	4.285
	3.538
	2.645
	2.628
	20.868

	2.489
	1.000
	2.747
	4.949
	1.000
	1.000
	13.186

	3.905
	2.434
	4.285
	3.538
	2.645
	2.628
	19.436

	3.905
	3.866
	4.285
	5.714
	2.645
	2.628
	23.044

	3.905
	1.000
	2.747
	4.949
	1.000
	1.000
	14.602

	2.489
	1.000
	2.747
	3.538
	1.000
	1.000
	11.774

	3.905
	3.866
	4.285
	2.049
	2.645
	2.628
	19.380

	3.905
	3.866
	4.285
	3.538
	2.645
	2.628
	20.868

	2.489
	2.434
	4.285
	3.538
	2.645
	1.000
	16.391

	2.489
	2.434
	4.285
	3.538
	2.645
	1.000
	16.391

	2.489
	2.434
	4.285
	3.538
	2.645
	1.000
	16.391

	3.905
	2.434
	4.285
	3.538
	2.645
	1.000
	17.807

	2.489
	3.866
	4.285
	3.538
	2.645
	1.000
	17.823

	2.489
	2.434
	4.285
	3.538
	2.645
	2.628
	18.019

	3.905
	3.866
	2.747
	3.538
	1.000
	1.000
	16.057

	2.489
	2.434
	4.285
	3.538
	2.645
	1.000
	16.391

	2.489
	2.434
	2.747
	3.538
	2.645
	1.000
	14.853

	2.489
	2.434
	2.747
	3.538
	2.645
	1.000
	14.853

	2.489
	2.434
	2.747
	3.538
	2.645
	1.000
	14.853

	2.489
	2.434
	2.747
	3.538
	2.645
	1.000
	14.853

	2.489
	2.434
	2.747
	3.538
	2.645
	1.000
	14.853

	2.489
	2.434
	2.747
	3.538
	2.645
	1.000
	14.853

	3.905
	3.866
	4.285
	3.538
	2.645
	2.628
	20.868

	2.489
	2.434
	2.747
	2.049
	1.000
	1.000
	11.719

	3.905
	2.434
	2.747
	3.538
	2.645
	2.628
	17.898

	3.905
	3.866
	4.285
	3.538
	2.645
	2.628
	20.868

	2.489
	3.866
	4.285
	3.538
	1.000
	2.628
	17.806

	2.489
	2.434
	2.747
	3.538
	1.000
	2.628
	14.836

	3.905
	3.866
	4.285
	3.538
	2.645
	2.628
	20.868

	2.489
	3.866
	4.285
	3.538
	1.000
	1.000
	16.178

	3.905
	3.866
	4.285
	3.538
	2.645
	2.628
	20.868

	2.489
	2.434
	4.285
	3.538
	2.645
	2.628
	18.019

	3.905
	3.866
	4.285
	3.538
	1.000
	1.000
	17.595

	3.905
	3.866
	4.285
	3.538
	1.000
	1.000
	17.595

	2.489
	2.434
	2.747
	3.538
	2.645
	1.000
	14.853

	2.489
	3.866
	4.285
	2.049
	2.645
	1.000
	16.335

	2.489
	2.434
	2.747
	3.538
	2.645
	1.000
	14.853

	2.489
	2.434
	2.747
	4.949
	1.000
	1.000
	14.620

	2.489
	2.434
	2.747
	3.538
	2.645
	1.000
	14.853

	1.499
	2.434
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	7.933

	2.489
	2.434
	2.747
	3.538
	2.645
	1.000
	14.853

	2.489
	2.434
	2.747
	3.538
	2.645
	1.000
	14.853

	2.489
	2.434
	2.747
	3.538
	2.645
	1.000
	14.853

	2.489
	2.434
	2.747
	3.538
	2.645
	1.000
	14.853

	2.489
	2.434
	2.747
	3.538
	2.645
	1.000
	14.853




	DA1
	DA2
	DA3
	DA4
	DA5
	TDA

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	4.514
	2.621
	2.621
	2.602
	2.628
	14.986

	2.944
	1.000
	1.000
	2.602
	1.000
	8.546

	4.514
	2.621
	2.621
	2.602
	2.628
	14.986

	2.944
	1.000
	1.000
	2.602
	1.000
	8.546

	4.514
	2.621
	2.621
	2.602
	2.628
	14.986

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	4.514
	2.621
	2.621
	2.602
	2.628
	14.986

	2.944
	1.000
	1.000
	2.602
	1.000
	8.546

	4.514
	2.621
	2.621
	2.602
	2.628
	14.986

	2.944
	1.000
	1.000
	2.602
	1.000
	8.546

	4.514
	2.621
	2.621
	2.602
	2.628
	14.986

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	4.514
	2.621
	2.621
	2.602
	2.628
	14.986

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	4.514
	2.621
	2.621
	2.602
	2.628
	14.986

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	4.514
	2.621
	2.621
	2.602
	2.628
	14.986

	4.514
	2.621
	2.621
	2.602
	2.628
	14.986

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	1.000
	1.000
	2.621
	1.000
	1.000
	6.621

	4.514
	2.621
	2.621
	2.602
	2.628
	14.986

	4.514
	2.621
	2.621
	2.602
	2.628
	14.986

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	2.944
	1.000
	1.000
	2.602
	1.000
	8.546

	4.514
	2.621
	2.621
	2.602
	2.628
	14.986

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	4.514
	2.621
	2.621
	1.000
	1.000
	11.756

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	4.514
	2.621
	2.621
	1.000
	1.000
	11.756

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	4.514
	2.621
	2.621
	2.602
	2.628
	14.986

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	4.514
	2.621
	2.621
	2.602
	2.628
	14.986

	4.514
	2.621
	2.621
	2.602
	2.628
	14.986

	4.514
	2.621
	2.621
	2.602
	2.628
	14.986

	4.514
	2.621
	2.621
	2.602
	2.628
	14.986

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	2.944
	1.000
	1.000
	2.602
	2.628
	10.174

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	4.514
	2.621
	2.621
	2.602
	2.628
	14.986

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	4.514
	2.621
	1.000
	2.602
	2.628
	13.365

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944



	P1
	P2
	P3
	P4
	P5
	TP

	2.944
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	6.944

	4.514
	4.424
	4.483
	4.395
	4.453
	22.268

	2.944
	4.424
	4.483
	4.395
	4.453
	20.698

	4.514
	4.424
	4.483
	4.395
	4.453
	22.268

	2.944
	4.424
	4.483
	4.395
	4.453
	20.698

	4.514
	4.424
	4.483
	4.395
	4.453
	22.268

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641

	4.514
	4.424
	4.483
	4.395
	4.453
	22.268

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641

	4.514
	4.424
	4.483
	4.395
	4.453
	22.268

	2.944
	4.424
	4.483
	4.395
	4.453
	20.698

	4.514
	4.424
	4.483
	4.395
	4.453
	22.268

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641

	4.514
	4.424
	4.483
	4.395
	4.453
	22.268

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641

	4.514
	4.424
	2.960
	4.395
	2.936
	19.228

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641

	4.514
	4.424
	4.483
	4.395
	4.453
	22.268

	4.514
	4.424
	4.483
	4.395
	4.453
	22.268

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641

	1.000
	1.520
	1.520
	1.520
	1.520
	7.081

	4.514
	4.424
	4.483
	4.395
	4.453
	22.268

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641

	2.944
	4.424
	2.960
	4.395
	2.936
	17.659

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641

	4.514
	4.424
	4.483
	4.395
	4.453
	22.268

	4.514
	4.424
	4.483
	4.395
	4.453
	22.268

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641

	4.514
	4.424
	4.483
	4.395
	4.453
	22.268

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641

	4.514
	4.424
	4.483
	4.395
	4.453
	22.268

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641

	4.514
	4.424
	4.483
	4.395
	4.453
	22.268

	4.514
	4.424
	4.483
	4.395
	4.453
	22.268

	4.514
	4.424
	4.483
	4.395
	4.453
	22.268

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641

	4.514
	4.424
	4.483
	4.395
	4.453
	22.268

	4.514
	4.424
	4.483
	4.395
	4.453
	22.268

	4.514
	4.424
	4.483
	4.395
	4.453
	22.268

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641

	4.514
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	16.211

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641

	2.944
	2.913
	2.960
	4.395
	4.453
	17.664

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641

	2.944
	2.913
	2.960
	2.889
	2.936
	14.641



	KPK1
	KPK2
	KPK3
	KPK4
	KPK5
	KPK6
	KPK7
	KPK8
	KPK9
	KPK10
	TKPK

	3.846
	3.157
	2.594
	3.495
	3.165
	4.818
	3.482
	3.147
	3.666
	2.593
	33.962

	5.125
	4.719
	4.089
	4.339
	4.682
	4.818
	4.494
	4.758
	4.463
	4.111
	45.599

	3.846
	3.157
	2.594
	3.495
	3.165
	4.818
	3.482
	3.147
	3.666
	4.111
	35.480

	3.846
	4.719
	4.089
	4.339
	4.682
	3.766
	4.494
	4.758
	4.463
	4.111
	43.267

	3.846
	3.157
	2.594
	3.495
	3.165
	3.766
	3.482
	3.147
	3.666
	4.111
	34.428

	5.125
	4.719
	4.089
	4.339
	4.682
	4.818
	4.494
	4.758
	4.463
	4.111
	45.599

	3.846
	1.000
	1.000
	2.481
	1.730
	3.766
	1.000
	3.147
	1.000
	1.000
	19.969
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